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PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin segal puja da puji bagi Allah
SWT. atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dam#&Vyah-Nya, sehingga
Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan sala&@moga tetap terlimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan psahabatnya.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis perdemhkan untuk
kedua orang tua penulis, Ayahanda Tauchid dan IbusmdNoniti yang telah
ikhlas mendo’akan, mengorbankan tenaga, dan fikiraserta hartanya untuk
mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehada penulis demi
kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

Penulis persembahkan pula untuk adik tersayang, fiuBisri Ashari
semoga kelak dapat menjadi orang yang berguna didumdan akhirat, dan
jagan bosan-bosan dalam menuntut ilmu.

Penulis persembahkan pula untuk para ustadz danadsah yang telah
ikhlas mengajarkan ilmunya pada penulis, semoga dmshalih beliau diterima
oleh Allah dan selalu mendapatkan limpahan Rahmatrsa Kenikmatan dari-
Nya.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk sesengayang telah
memberikan dukungan, nasihat, dan inspirasi padarulis, semoga Allah
senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kenikmatan untylen Semoga apa yang
menjadi harapan dan cita-cita kita senantiasa mernu#d ridho dari-Nya.

Tidak lupa penulis persembahkan untuk semua sauglalan sahabat-

sahabat yang telah menemani dan memberikan sarampdaa penulis dalam
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menyelesaikan study S1 Di Universitas Islam Neg@dIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang. Terima kasih atas segalanya, dannsega silaturrahmi kita
selalu terjaga.

Penulis persembahkan pula untuk para sahabat PMIl ajon
“Radikal” Al —Faruq, sahabat-sahabat di PPP. AHAFserta sahabat-sahabat
Fakultas Syari'ah UIN MMI Malang angkatan 2007 yangtidak mungkin
penulis sebutkan namanya satu persatu. Atas sedmlatuan dan dukungannya
penulis ucapkan terima kasih, semoga kalian selatwendapatkan limpahan
Rahmat dan Kenikmatan dari-Nya. Canda tawa kaliakan menjadi kenangan

terindah bagi penulis.
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Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anke@uanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seoramaddm dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksudjatzkan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri 8esungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’: 35)
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“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza dadla ialah talak.”(HR.

Abu Daud dan Hakim)
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10.Untuk adik dan saudara-saudaraku, yang turut mekamedukungan, do’a
dan motivasi pada penulis, semoga kalian senantiasalapatkan rahmat dan
kenikmatan dari-Nya.
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kesabaran, dan keikhlasan kalian dan segala ariah kaendapatkan ridho
dari-Nya.
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perkuliahanku.

14.Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satsapu namun telah
memberikan dukungan motivasi dan telah membangkidemangat untuk
segera menyelesaikan skripsi ini, khususnya sesgg@ng selalu ada dihati,
motivasi dan dukunganmu sangat berharga buat genuli

Berkat keterlibatan semua pihak di ataslah skiypsig penulis kerjakan

dapat terselesaikan. Sehubungan dengan itu izingekali lagi penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tegaingemoga apa yang kita

kerjakan bermanfaat dan menjadi bagian dari ansékh

Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsibanyak kekurangan dan

sangat jauh dari kesempurnaan dan idealitas, @ednmf itu kritik yang bersifat
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membangun sangat penulis harapkan dari semua @filkbknya penulis berharap
semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat mealanwawasan keilmuan

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Malang, 03 Agustus 2011

Penulis

Erna Setiyowati
NIM: 07210060
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DAFTAR TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama tkilah teknis yang
berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf.|®@&doman transliterasi yang
dipergunakan untuk penulisan tersebut adalah sebeglut :

A. Konsonan

\ = tidak dilambangkan o= =dl
- =51 L = th
o =1 L = dh
< = ts & = ' (koma menghadap keatas)
o SN £ = gh
& =h 9 = f
C  =kh 3 =q
2 =d g - k
3 = dz J = |
J = e -=m
J =z J =n
& =S 3 = w
G = sy & =h
W= = sh $ =y

Hamzah (¢ ) yang serimg dilambangkan dengan alif, apabitéetek

diawal kata maka dalam transliterasinya mengikokiainya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak ditengah atau akhir kataandiiikmbangkan dengan tanda

koma diatas { ), berbalik dengan koma (), untuk penganti lambang & .

XVi



B. Vokal, panjang dandiftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tuliain Vokal fathah
ditulis dengan “a” kasrahdengan *“i”,dlommahdengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;

Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 misalnya Jd menjadi gila

Vokal (u) panjang=0  misalnya (32 menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak bolgardikan dengan *“i",
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat ngamgbarkan ya’nisbat
diakhirnya. Begitu juga suardiftong wawu dan ya’ setelatathahditulis dengan

“aw” dan “ay”. Misalnya:

Diftong (aw) = misalnya Js8 menjadi gawlun

Diftong (ay) = misalnya o menjadi gawlun

C. Ta’'marbuthah ( 8 )
Ta’'marbithahditransliterasikan dengan”“fika berada ditengah-tengah

kalimat, akan tetapi apabilBa’marbuthahtersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” mis:alri‘Sﬂ‘i'eSIﬂ-aﬂ ala ) menjadi

al-Risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunammudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakarit" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, mjsalaé

Al 4es ) menjadifi rahmatillah.
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D. Kata Sandang danLafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “ald) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” daldafadh jalalahyang berada ditengah-tengah
kalimat yang disandarkaridbafah) maka dihilangkan. Misalny&Il-Imam al-
Bukhariy.
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahesb harus ditulis
dengan menggunakan system Transliterasi ini, a&tapit apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau halAasb yang sudah
terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengamggenakan system translitersi

ini. Contoh:Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah.
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ABSTRAK
Erna Setiyowati, 2011,Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di
Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Peafilgam Agama
Ngawi). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultagari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mada
Kata kunci: Fenomena, Perceraian, Pegawai Neggiti Si

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Neghidi,Negara dan abdi
masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagyanakat dalam tingkah laku,
tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundaamgsn yang berlaku,
termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkgluaPernikahan dan
perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diaturndd® No. 45 Tahun 1990 jo
PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danePsan Bagi Pegawai
Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsuarapur Negara, abdi Negara,
abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakatsasebhungkin untuk tidak
melakukan perceraian. Perceraian dalam Islam adad@hah tindakan hukum
yang dibolehkan, meski demikian perceraian hanykehbdalilakukan apabila
terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan dadigorumah tangga dalam
kondisi yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.

Fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil yang edardjadilan Agama
Ngawi yang semakin mengalami peningkatan, mulai ankruntuk dilakukan
penelitian. Ada beberapa pertanyaan dari fenomersaliut, diantaranya adalah
apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai N&jpili meningkat? Dan
bagaimana pandangan para hakim Pengadilan AgamaiNgghadap fenomena
perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi?

Jenis penelitian ini adalabosiologi Hukundengan pendekatateskriptif
kualitatif, skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-yang diperoleh
di lapangan, dengan metode wawancara dan dokument@sg kemudian
dilakukan proses editing, di seleksi dan diam&liBi samping itu juga didukung
dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk mdéunge apa yang telah
diperoleh di lapangan. Sehingga dengan melalui esrasemacam itu dapat
diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawabas fel@omena meningkatnya
perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Aghigawi.

Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawarenmenunjukkan
bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceRégawai Negeri Sipil di
Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adama dalam pernikahan
atau pernikahannya karena paksaan, perselingkpkazinaan, suami tidak dapat
memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah shaksakit dan tidak sanggup
merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbokdari salah satu pihak,
suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafledgnomi kurang tercukupi,
komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hRkingadilan Agama Ngawi
terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebmahjdcan seiring dengan
semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadawai Negeri Sipil.
Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri 8lpk melakukan perceraian
karena hal tersebut dapat mengurangi citra sed?aggwai Negeri Sipil sebagai
teladan bagi masyarakat.
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ABSTRACT
Erna Setiyowati, 2011, The Phenomenon of The Isered The Divorce Case
Among The Civil Public Servant (Case Study in ReligCourt of Ngawi).
Thesis for Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Departement,céltly of Shariah,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University oaMng.

Keyword: Phenomenon, Divorce, Civil Public Servant

The Civil Public Servant as the state apparatesent, state servant and
society servant ought to become a good model fopesdple or society in their
behavior, adherence, and action to the law andlaggn that are going into
effect, including in carrying out the family lifélarriage and divorce for a Civil
Public Servant had been arranged in PP No. 45, J®@8® No. 10, 1983 About
the permit of marriage and divorce for Civil PubBervant. The Civil Public
Servant as the state apparatus element, statensanwé society servant and as a
good model for the people, must not do the divasdhey can. The divorce in
Islam is the law action that is allowed, but theodce can be done only if there
are many reasons that can be proved and the badioann family. That can not
be firmed up again.

The phenomenon of Civil Public Servant divorcedlgion department of
Ngawi always increases, so it is interesting torésearched. There are many
questions from that phenomenon, they are: Aregasans of Civil Public Servant
rising divorce? How does religion court judges @faMi see the phenomenon of
civil divorce in religion court of Ngawi?

The type of this study is sociology of law fromgaalitative descriptive
approach. This study illustrates and describedta that are found in the field
with the interviews and documentation method. Anentby conducting edited
selected and analysed process. And also suppoytsdnbe references to force the
data found in the field, so by conducting all thegesses mentioned we can get
conclutions as the answers or responses to theoptesron of the increase of
Civil Public Servant divorce in religions courtgawi.

Based on the problems, there have been some sespaordicate that the
increasing of divorce in the religion court of Nga»ecurs due to the lack of love
in a marriage or marriage, infidelity, adulteryethusband could not meet the
lively mind (impotance), one the one hand, and lenab care for, domestic
violence, lack of honesty and openness in one wahe other, the husband left
his wife and economic less enough, long distanckjealous. Kind of religious
judges court Ngawi phenomenon of justice in acaoedawith the increase in the
number of people who have become civil servant$.aBunuch as possible from
the civil servants do not divorce, because thisdegrade the image of the Civil
Public Servant as a role model for society.

XXii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Fenomena perceraian di kalangan Pegawai Negelli (BNIS) tampak
semakin marak, termasuk perceraian di kalangan YRIN§ terjadi di Pengadilan
Agama (PA) Ngawi. Para PNS tersebut yang pada migsanemiliki kode etik
kepegawaian, pada faktanya tidak sedikit yang nuglak perceraian.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pamtada Hukum
PA Ngawi yaitu, Drs. Agus Singgih menjelaskan, balpada tahun 2008, untuk

kasus perceraian PNS ada 23 kasus. Sedang Tah@ma®0menjadi 35 kasus



perceraian PN$Sementara untuk tahun 2010 ada 53 kasus PNS yelagukan
perceraiarf.

Dalam koran Jawa Pos 10 Januari 2011 halaman 1&bulien
bahwasannya keretakan rumah tandigeoken home)di kalangan PNS yang
menjalar ke ranah perceraian cukup tinggi. Dalamukisetahun saja yaitu tahun
2010, tercatat 53 perkara yang harus ditangani BAWN Naik lebih dari 30 %
dari pada tahun sebelumnya, yang hanya 38 kaslemmerkara perceraian yang
ditangani PA Ngawi, kasus cerai talak yang paliagishan. Cerai dari pihak laki-
laki ada 31 perkara. Sisanya yang berjumlah 22 gparkdiajukan oleh kaum
wanita atau yang lebih dikenal dengan cerai gtigat.

Fenomena lain yang muncul adalah banyaknya fakéorgymelatar
belakangi terjadinya perceraian di kalangan PN®AliNgawi. Bisa jadi faktor
yang mempengaruhi terjadinya perceraian di kalaija8 muncul karena faktor
ekonomi, kurangnya komunikasi, etika atau karektofdainnya.

Bagi PNS sendiri, ada ketentuan khusus yang didlam UU No. 8
Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 10 fdf83 Jo. PP No. 45
Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1$88at Edaran Kepala
BAKN No. 48/SE/1990. Bagi PNS yang akan melakukarcg@raian, harus sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam perundangrwgadadan terlebih dahulu
harus mendapatkan izin dari pejabat. Karena dalamnh PNS adalah unsur

aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakaf lyarus menjadi teladan

! Admin. Gila...PNS Ngawi Banyak Yang Cerhttp://www.sinarngawi.comDiakses Pada hari
Jumat, 14 Januari 2011

2 Agus SinggihWawancara(Ngawi, 7 Februari 2011)

% Jumlah Perceraian PNS Tinggiawa Pos. Senin 10 Januari 2011 hal: 12




yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, kada dan ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasekyelenggarakan
kehidupan berkeluarga.

PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggantian mengenai
pernikahan dan perceraian yang diberlakukan seédarsus bagi PNS, bisa jadi
akan merusak citranya sebagai PNS.

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagidbresia, khususnya di
Ngawi. Dan tentunya banyak faktor yang melatar Keeigi permasalahan
tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan antsuwami istri sangatlah
diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Allah swtyetaitkan perjanjian untuk
membangun rumah tangga sebagai perjanjian yangisingt dan kokoh yaitu
“Mitsagan Ghalidhan.”Allah swt menyebutkan kalimaMitsagan Ghalidhan.”

dalam QS. An-Nisa’: 21 disebutkan:
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Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padabbagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suaini- dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yaagat?

Dalam Islam, penikahan diartikan sebagai suatuwl ajau perjanjian

yang mengikat antara laki-laki dan perempuan umhdnghalalkan hubungan

“Departemen Agama RAI-Qur'an Dan Terjemahahannyg§Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1984,
). hal:105



badan antara kedua belah pihak dengan sukarBlernikahan itu sendiri
merupakan sarana untuk menyambung generasi atgagadwturunan.

Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan sujatantyang sangat
diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untulasnanya dan seterusnya
hingga meninggal dunia agar suami istri bersamaas#apat mewujudkan rumah
tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naukgar sayang, dan dapat
memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian kuwatnya, tidak
sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usalmg yhlakukan untuk
menyepelekan hubungan pernikahan dan mengabaikessamgat dibenci oleh
Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilang&araslahatan antara suami

istri. Ibonu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, abda:

%48 $ "4

a¢¢c /Q 00 1 .%%,) ) "0

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza dalla ialah talak.”
Fenomena perceraian di kalangan PNS yang adangjaB#an Agama
Ngawi, mengingatkan bahwa semua orang perlu hétidladam melangsungkan
pernikahan. Karena sebuah rumah tangga bagaikaals&angunan yang kokoh,
dinding, genteng, kusen, dan pintu berfungsi sab@yea mestinya.
Jika pintu digunakan sebagai genteng maka rumaih la&cor, atau salah

fungsi yang lain maka rumah akan runtuh. Begitajugnah tangga, suami, istri

® La Jamaa, Hadidjaljukum Islam Dan UU Anti KDR{Surabaya: PT Bina lImu, 2008), hal:103.
® HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabkjgih Sunnah(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
hal:135.



dan anak harus tahu fungsi masing-masing, jik& tidaka bisa berantakan rumah
tangga tersebut.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagairtelah disebutkan di
atas serta permasalahan-permasalahan yang addis p@evasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan jududl Fenomena Meningkatnya Perkara
Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (StudKasus di Pengadilan
Agama Ngawi).”

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang telah disebutkan dalam latakérejamasalah di atas,
dirasa terlalu luas untuk dibahas secara keseloruhgar permasalahan tetap
fokus dan tidak meluas, diperlukan batasan masaéhadap penelitian.
Sehingga, tujuan dari penelitian bisa dicapai desa bebih maksimal. Adapun
penelitian yang dilakukan ialah penelitian terkadengan Fenomena
Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegiiegeri Sipil (Studi Kasus
Di Pengadilan Agama Ngawi), yang dalam penelitiain penulis memfokuskan
pada dua hal pokok permasalahan yang diteliti.

Pertama, berkaitan dengan mengapa perkara perceraian @indah
Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi mitgéun 2008 sampai
tahun 2011 semakin mengalami peningkatan. Dalam imalpeneliti akan
memfokuskan pada perkara perceraian PNS yang degiaktus mulai tahun 2008

sampai dengan tahun 2011.



Keduabagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Negakadap
fenomena meningkatnya perkara perceraian di kataggawai Negeri Sipil
mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yanh tklaaikan di atas,
perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan depeaelitian ini. Hal ini
dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan a@ngAdapun rumusan
masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebaghut :

1. Mengapa perkara perceraian di kalangan PegawairNSgel (PNS) Di
Pengadilan Agama (PA) Ngawi mulai tahun 2008 sanmghun 2011
semakin mengalami peningkatan?

2. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama K@Ayi secara
personal dan secara kolektif sebagai anggota maj@kim terhadap
fenomena meningkatnya perkara perceraian di katefgagawai Negeri
Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 20117

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakanmgapseperceraian di
kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilgama (PA) Ngawi
mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 yang semakin gahemi
peningkatan.

2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agdafg (Ngawi

secara personal dan secara kolektif sebagai anggeaielis hakim



terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraicalathgan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahuh120
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitiamaiah sebagai berikut:
1. Secara teoritis
a. Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bayziata
perceraian PNS, faktor yang banyak mempengarujaidiaya perceraian
PNS, dan pandangan para hakim terhadap percendian P
b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan konsepikaiae teori-
teori yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS.
2. Secara praktis
a. Memberikan khazanah keilmuan bagi setiap PNS aghih Ihati-hati
dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengawnartujuntuk
menghindari terjadinya perceraian.
b. Memberikan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.
F. Definisi Operasional
Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitran diperlukan
definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengafimidi operasional adalah

penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dgadal atau penelitian.



1. Fenomena: Penampakan realitas dalam kesadaran imaswetu fakta dan
gejala-gejala, peristiwa-peristiva adat serta Henkeadaan yang dapat
diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah; gejala.

2. Perceraian: Dalam bahasa arab disebut detigalad® yang berasal dari
bahasa aralthlaq, yang berarti “melepaskan” atau meninggalkan”. Dalam
istilah figh berarti pelepasan ikatan pernikahakny perceraian antara suami
istri.” Perceraian dalam penelitian ini adalah percergéamy dilakukan oleh
suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatannikahan yang sabh.

3. Pegawai Negeri Sipil: unsur aparatur negara, abgara dan abdi masyarakat
yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyaddam tingkah laku,
tidakan dan ketaatan kepada peraturan perundaraprgad yang berlakiy.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutary yardiri atas
beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalaamg&ar ilmiah atau
penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secaaseluruhan dalam

pembahasannya terdiri atas:

" Pius A Partanto,. Dan M. Dahlan Al-Bartamus llmiah Populer(Surabaya: Arkola, 1994).
Hal: 175

8 Kata Thalaq (Perceraian) berkaitan dengan ikatan pernikahag gisebut dengaMitsagan
Ghalidha. Lafat ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa’ ayat 21.eBlkarena itu perceraian sangat
dibenci dalam agama. Di dalam Al-Qur'an kataalaq disebutkan sebanyak dua belas kali, yang
terdapat dalam QS. Al-Bagarah ayat 227, 229, 230, 232, 236, 237, QS. An-Nisa’ ayat 130,
QS. Al-Ahzab ayat 28. 29, 49, QS. At-Thalaq aydafh 2.

® Muhammad Bagir Al-HabsyiFigih Praktis Il: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Ddendapat
Para Ulama (Bandung: Karisma, 2008). Hal: 181

' Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Perkawinanindanesiv Rl No. 1 Tahun 1974
Dilengkapi PP Rl No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1urati991, Kepmen No. 154 Tahun 1991,
Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kep No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12
Tahun 2006(Tangerang Selatan: SL Media, Tn.th). hal: 164



BAB | : PENDAHULUAN

BAB Il :

BAB Il :

Memberikan pengetahuan umum tentang arah penejidiag dilakukan.
Pada bab ini, memuat tentang latar belakang madagéshsan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelit definisi
operasional, dan sistematika pembahasan. Penulisnberikan
keterangan dan penjelasan mengenai latar belak&mgyapa masalah
tersebut harus diangkat dan diteliti, sehingga rekmjelas apa yang
diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kumpulan kajian teori yang dijadikan gelbalat analisis
dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek pemelBab ini, terdiri
ataspenelitian terdahulu dan kajian teori tentagrggraian yang meliputi
definisi perceraian, dalil-dalil perceraian, selsabab perceraian, azas-
azas atau prinsip-prinsip pernikahan. Dan PegawajeN Sipil yang
meliputi definisi Pegawai Negeri Sipil, perceraegawai Negeri Sipil,
akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil, tugas-tubakim. Kajian
pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat Kedebi dan
kekurangan teori tersebut terhadap apa yang tedjathpangan atau
dalam prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis umbgkgelola dan
menganalisa data yang didapatkan dilapangan.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian. Untuk meacahasil yang

sempurna, penulis menjelaskan metode penelitiagy yipakai dalam
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penelitian ini. Metode penelitian terdiri atas gpenelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumbe data, metodagpmpulan data,
metode pengolahan dan teknik analisa data, danktgkengecekan
keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA
Bab ini merupakan uraian tentang paparan data yloperoleh dari
lapangan dan analisa data dari penelitian dengamggu@akan alat
analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalaab Il. Selain itu
penjelasan atau uaraian yang ditulis dalam babjuga sebagai usaha
untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertaepganyaan
yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP
Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan raargkekhir dari
sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri atas kagiam dan saran.
Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir daniaklpenelitian. Hal
ini penting sekali sebagai penegasan terhadap Ipasielitian yang
tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupadepan penulis
kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalasalataini, agar
penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat merkber kontribusi
yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perputeaaah keilmuan. Agar
dapat menguatkan penelitian, dan memudahkan pembaedhat dan
membandingkan perbedaan teori yang digunakan oéelulis dengan peneliti
yang lain dalam melakukan pembahasan masalah gena. Selain itu penelitian
terdahulu digunakan untuk melihat orisinalitas étiea) penelitian.

Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahuhgyaembedakan antara
penelitian ini dengan penelitian yang lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wijaya, Mahasis

Fakultas Syari'ah Program Studi Peradilan Agama ISITRalang tahun 2001

11
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dengan judul "Perceraian Pegawai Negeri Sipil MenBP No. 10 Tahun 1983 jo
PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilanmisg&ota Malang No.
Perkara 581/Pdt.G/2000/PA. Mlg).”

Penelitian ini dilakukan untuk megetahui bagaiemgnosedur perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil, keputusan hakim menemgersidangan meskipun
tanpa adanya surat izin dan surat keterangan eégb@t, bagaimana hak asuh
anak dari PNS pasca perceraian dan bagaimanakdsi sgang dijatuhkan
terhadap pelanggarannya terhadap PP No. 10 Tal&® j@9PP No. 45 Tahun
1990. Adapun hasil dari penelitian tersebut adakak asuh anak dari PNS yang
melakukan perceraian tersebut tetap mendapatkainduergan dari negara.
Penggugat tidak mendapatkan sanksi meskipun medakyderceraian tanpa
adanya surat izin. Sedangkan tergugat mendapatkaksissebagaimana yang
ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.Tdbun 1990 vyaitu
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selamaaain.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, masaa
Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhshiyydiN Malang tahun 2005
dengan judul "Penyertaan Izin Pejabat Pada PefRareeraian Pegawai Negeri
Sipil Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama &t Perkara Nomor:
806/Pdt.G/2004/PA.Mig).”

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedkah hukum izin pejabat
dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Dalarmihiaakim meneruskan
jalannya persidangan bagi perkara perceraian Peddegeri Sipil tanpa izin

pejabat, semata-mata karena kewajiban hukum, kaenkara sudah masuk maka
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harus diperiksa, diadili dan diputus. Surat izijapat tidak mempengaruhi proses
beracara di Pengadilan Agama karena surat izinbaejmerupakan kewajiban

administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang begdanan, bukan kewajiban

yuridis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Arif Rodyahahasiswa
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhshiyydiN Malang tahun 2005
dengan judul "Putusan Hakim dalam Memutus PercerBegawai Negeri Sipil
Yang Tanpa lIzin Dari Atasan Ditinjau Dari PeratuRemerintah No. 10 Tahun
1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990Hi&um Islam (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang).”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiaa prosedur
pelaksanaan PNS, apa yang menjadi pertimbanganrhskorang hakim dalam
memutus perkara perceraian PNS yang tanpa addadgipejabat, dan bagaimana
putusan hakim tersebut ditinjau dari PP No. 10 fiah@83 Jo. PP No. 45 Tahun
1990 dan hukum islam. Penelitian ini dilakukan dengtujuan untuk
mendeskripsikan pelaksanaan perceraian PNS, menmek&n dasar hukum
yang dipakai hakim dalam memutus perkara, mendeskan putusan hakim
ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 4aunal990 dan hukum islam.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metetkriptif analitis, yang
pada akhirnya hasil penelitian yang dilakukan of#pti Arif Rodyah, yaitu
bahwa Lembaga Pengadilan Agama adalah lemaga mdepedan putusan yang
diputuskan oleh hakim adalah putusan yang beba tidrikat dengan hal

apapun, termasuk lembaga yang membawahi seorangitB8ndiri. Dan jika
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dipandang darSaddudz Dzari'ahmaka Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983
ialah tidak bertentangan dengan hukum islam.

Keempat,Penelitian yang dilakukan oleh M. Najib Rifan, nasiswa
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhshiyydiN Malang tahun 2005
dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PasBP8No. 10 Tahun 1983
Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Analisis Tentang Pemba@i@i Pegawai Negeri
Sipil, Kepada Bekas Istri).”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiengpembagian gaji
Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya. Metpeleelitian yang digunakan
adalah penelitian literatur atau penelitian kepkesda. Jenis data dari penelitian
ini adalah berupa data kualitatif. Dan yang mengasihber data dalam penelitian
ini adalah:

1) Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tah80 iéntang
pembagian gaji kepada bekas istri

2) Sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Haditsalkikitab figih,
kitab-kitab fatwa ulama’ khususnya dalam masaldkata

Sedangkan tekhnik pengumpulan data dilakukan deng@@mbaca,
kemudian mencatat hal-hal yang akan dijadikan blatdasarkan kerangka teoritis
yang telah dibuat. Dan metode analisis data yaggndkan adalah deskriptif
verifikatif, yaitu dengan mendeskripsikan rumusasd 8 pp No. 10 Tahun 1983
Jo. PP No. 45 Tahun 1990 kemudian memverifikasd@mgan tinjauan hukum

Islam menurut empat imam, yaitu Imam Syafi’i, Hansfaliki dan Hanbali.
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Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahs@orang suami
berkewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepa#as istrinya dalam hal-
hal tertentu menurut yang ma’ruf (yang baik). Té@rdengan jumlah nafkah yang
berhak diterima oleh istri tidak ada ketetapan ipdati Allah dan Rasul-Nya,
melainkan sesuai dengan tingkat kemampuan suanmuielmam Syafi'i dalam
menentukan jumlah nafkah bukan diukur dengan jurkigbutuhan, melainkan
berdasarkan syara’. Sedangkan menurut Imam Matilgn Abu Hanifah dan
Imam Hanbali. Besarnya jumlah tidak ditentukan wchalayara’, melainkan
ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing sis&miDan apabila masa
pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis iddahnya, para fugaha’
sepakat bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggn@lpelsekas suami.

Dari keempat penelitian di atas, dapat diketaless@maan dan perbedaannya
dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di angaeasamaannya adalah sama-
sama membahas tentang perceraian Pegawai Negeki Sguangkan letak

perbedaanya adalah dalam hal fokus kajian dan ghse&litiannya.



Tabel 1
Penelitian Terdahulu

16

No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 4
Tahun 1990

Karena-institusi kehakiman bersif
independent, dan tidak dipengary
oleh institusi manapun.

3) Pemeliharaan anak PNS setelah ter

No | Nama Peneliti Judul Penelitian Obyek Formal Obyk Material
1. Hadi  Wijaya,| Perceraian PegawaiPenelitian dilakukan untuk megetahui: 1) Prosedur perceraian PNS di PA Kota
Fakultas Negeri Sipil Menurut PR 1. Bagaimana prosedur perceraian bagiMalng tidak terdapat penyimpangan. Dan
Syari'ah No. 10 Tahun 1983 jo PP Pegawai Negeri Sipil selain harus mematuhi UU No. 1 Tahun
Program  Stud| No. 45 Tahun 1990 (Studi2. Bagaimana keputusan hakim dalam1974, juga harus mematuhi aturan yang
Peradilan Kasus Di Pengadilah meneruskan persidangan meskipunterdapat-dalani’P No. 10 Tahun 1983
Agama STAIN| Agama Kota Malang No. tanpa adanya surat izin dan suratjo PP No. 45 Tahun 1990.
Malang tahun Perkara keterangan dari pejabat ?) Tindakan hakim dalam meneruskan
2001 581/Pdt.G/2000/PA. MIg) 3. Bagaimana hak asuh anak dari PNSpersidangan tanpa adanya surat |zin
asca perceraian . )
4 " atau surat keterangan dari pejabat
4. Bagaimana sanksi yang dijatuhkian
Ig/ang berwenang, bukan merupakan
terhadap pelanggarannya terhadap|P _
" penyimpangan terhadap  hukum.

at
hhi

adi
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perceraian yang diserahkan kep:
penggugat, sesuai dengan KHI Pa
105 (bagian a dan b). Dan hak as
anak PNS pasca perceraian te
dilindungi Negara.

4) Terkait
penyimpangan hukum terhadap PP |
30 Tahun 1980, yang dalam hal
penggugat tidak

sedangkan tergugat mendapatkan sa

dengan sanksi, terja

menerima  san

berupa’“penurunan jabatan satu tig

lebih rendah selama satu tahun.

ada
1sal
suh
tap

ni
KSi
nksi
kat

Miftahul

Fakultas

Huda,

Syari’ah Jurusar
Al-Ahwal  Al-
Syakhshiyyah
UIN Malang
tahun 2005

Penyertaan Izin Pejab
Pada Perkara Percerai
1 Pegawali

Negeri  Sipi

Ditinjau Dari  Hukum
Acara Peradilan Agam
(Studi

806/Pdt.G/2004/PA.MIg)

Perkara Nomor:

aPenelitian ini dilakukan untuk :
ath. Menganalisis kedudukan hukum iz
I

pejabat dalam proses beracara

Pengadilan Agama.

D

Hakim meneruskan jalannya persidang
ifagi perkara perceraian Pegawai Ne(
8ipil tanpa-izin pejabat, semata-mata kar
kewajiban~hukum, karena perkara suc
masuk maka harus diperiksa, diadili d
Surat  izin tidg

diputus. pejabat

mempengaruhi  proses  beracara

Pengadilan Agama karena surat izin pejg

jan
jeri
ena
ah
an
1k
di
\bat
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bukan kewajiban yuridis.

merupakan kewajiban administratif bagi

Pegawai /Negeri Sipil yang bersangkutan,

Septi Arif | Putusan Hakim dalamPenelitian ini dilakukan untukLembaga-Pengadilan Agama adalah lemaga
Rodyah, Memutus Perceraianmengetahui: independen, dan putusan yang diputuskan
Fakultas Pegawai Negeri Sipil 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan PN&8eh hakim.adalah putusan yang bebas tidak
Syari'ah Jurusan Yang Tanpa Izin Darj2. Apa yang menjadi pertimbanganerikat dengan hal apapun, termasuk
Al-Ahwal  Al- | Atasan Ditinjau Dari  hukum seorang hakim dalam memutudembaga yang membawahi seorang PNS itu
Syakhshiyyah | Peraturan Pemerintah Np. perkara perceraian PNS yang tanpa aslendiri. Dan jika dipandang daSaddudz
UIN Malang| 10 Tahun 1983 Ja. izin dari pejabat Dzari'ah, ;maka Pasal 3 ayat 1 PP No. (10
tahun 2005 Peraturan Pemerintah Np3. Bagaimana putusan hakim tersebltahun 1983 ialah tidak bertentangan

45 Tahun 1990 dap ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jalengan hukum islam.

Hukum Islam  (Stud PP No. 45 Tahun 1990 dan hukym

Kasus di Pengadilan islam

Agama Kota Malang)
M. Najib Rifan, | Tinjauan Hukum Islam Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui searang suami berkewajiban untuk
Fakultas Terhadap Pasal 8 pp Npbagaimana pembagian gaji Pegawaiemberibiaya penghidupan kepada bekas

Syari’ah Jurusar
Al-Ahwal  Al-

110 Tahun 1983 Jo. PP N
45 Tahun 1990 (Analisi

5

Syakhshiyyah

Tentang Pembagian Gaj

oNegeri Sipil kepada bekas istrinya

istrinya dalam hal-hal tertentu menu

yang ma'ruf (yang baik). Terkait dengan

ut

jumlah nafkah yang berhak diterima oleh
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UIN Malang
tahun 2005

Pegawai  Negeri Sipi
Kepada Bekas Istri)

istri tidak@da ketetapan pasti dari Allah dan

Rasul-Nya; melainkan sesuai dengan

tingkat kemampuan suami. Menurut Imam

Syafi'i dalam menentukan jumlah nafkah

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan,

melainkan”berdasarkan syara’. Sedangkan

menurut Tmam Malik, Imam Abu Hanifah

dan Imam=Hanbali. Besarnya jumlah tidak

ditentukans dalam syara’, melainkan

ditentukan-, berdasarkan keadaan mas

masing suami istri. Dan apabila m3

ng-
Sa

pemberian® nafkah sudah lewat atau sudah

habis masa iddahnya, para fugaha’ sepakat

bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggng

jawab bekas suami.
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B. Kajian Teori
1. Perceraian
a. Definisi Perceraian

Perceraian dalam Islam, disebut dengdak yang berasal dari katthlag
yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedand&kam istilah agama,
talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawmtan bubarnya hubungan
pernikahart?

Menurut istilah, seperti halnya yang diungkapkaehoRl-Jaziri, talak
adalah melepaskan ikataatau bisa juga disebut sebagai pelepasan ikatagaden
menggunakan kata-kata yang telah ditentu&an.

Dalam kitabKifayatul Al-Akhyar istilah talak diartikan sebagai sebuah
nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talakahdafadz jahiliyah yang
setelah Islam datang, ditetapkan sebagai kata gajumakan untuk melepaskan
ikatan pernikahaft’

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentangaénan tidak
dijelaskan secara rinci terkait dengan pengeridakt Karena Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanyerikukan pada masyarakat
Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakudagi masyarakat Indonesia
secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengak talijelaskan dalam Pasal

117:

" sayyid SabiqOp. Cit.hal:135.

12 Abdurrahman Al-JaziriKitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah. Juz I\(Kairo: Dar al-Pikr, t.t).
hal: 278

3 Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal TarigatHukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Huku Islam dari Figih, UU No. 1/19@#pai KHI.(Jakarta: Kencana, 2006). hal:
207
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Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadifsgama yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cadragsémana dimaksud
dalam Pasal 129, 130, dan 151.

Dengan adanya beberapa definisi talak yang diurkgkapara ulama’ dan
yang terdapat dalam Undang-Undang, jelaslah balalak tmerupakan ikrar
seorang suami yang dilakukan di hadapan sidangdééag Agama pada istrinya
dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atalbulerkan sebuah ikatan
pernikahan.

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islaafdoleh (mubah).
Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraempakan kejadian atau
peristiwva yang bersifat niscayalslam merupakan agama yang sangat dinamis
dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Me®amatkhsi, Talakukmunya
dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadgarg darurat, baik itu
berasal dari inisiatif suami yang biasa disebutgderthalag atau berasal dari
inisiatif istri yang biasa disebut dengetmulu’.*®

Di dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan olebn | Umar

bahwasannya
Uaxdl (6 Ly alle il La Al Jsb) Of Legie &l (o) e 0l e
(Aaaaa s aSlall 5 350y sl o 5 ) (5 Wl &) ) J DA

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza dadla ialah talak.™’

“Ibid. hal: 220

5 Muhammad Muhyiddin,Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena KawinmaiCe
Selebritis(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hal: 118

'® Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tariga@p. Cit.hal: 208

" HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sab@p.Cit.hal: 135
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Hadits ini mengandung pengertian bahwa di dalantgpairan terdapat
unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Unsur kemalaidsebut dapat muncul
apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukankuntenghindari pereceraian
telah buntu, atau tidak ada jalan lagi selain parae maka perceraian tersebut
menjadi perkara yang halal.

Jika usaha atau jalan yang digunakan untuk tidgkdieya perceraian
masih ada, tetapi tidak digunakan, perceraian latsenenjadi bagian dari
perbuatan yang dimurkai Allah. Dengan demikian utelam sangat dianjurkan
agar memelihara ikatan perkawinan dengan tujuatank@erkawinan tersebut
menjadi ikatan yang kokoh. Sebagaimana yang dikabutalam al-Qur’an surat
an-Nisa’: 21:

2 > T/ - 2 2 € - g A8 2

- = - -~ -

(,_fs.u/ QJ.;—//,,A.U i | v_(ss.@au ;0 ord A3y el ;:c;fj

z
2
- © - w
(;rss: 2 I
) Ua,J..C (B e
et ~

' —

+ \

Artinya:
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padsdiadgian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebag@mi-istri. dan
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamuijBgjian yang kuat®
Dapat dikatakan bahwa Islam tidak memberi peluaegadinya
perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhandaituasi yang darurat, yang
tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yarskesa'®
Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Terg Putusnya

Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahanb B&/1ll Tentang Rujuk

¥ QS An-Nisa:21Al-Qur'an Dan..Op. Cithal:105

19 Departemen Agama RI dan Badan Penasihat PembitzeRelestarian Perkawinan(BP 4) Jawa
Timur, Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Tim@Jatim: Depag dan BP-4, 2007),
Hal: 46
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dan Bab XIX Tentang Masa Berkabung, yang merupgdatuasan atas aturan
yang ditetapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya &®eran Serta Akibatnya,
dan Bab IV Tentang Batalnya PerkawinanUU No. 1 Tali974 Tentang
Perkawinandan Bab V Tentang Tata Cara Perceraan VB Tentang Pembatalan
PerkawinanPP No. 9 Tahun 197%.

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun IBfstang Perkawinan
disebutkan bahwasannya:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidangdaeilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak hdwf
mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasgmhwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebiagi@ami istri.

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam PasaKH1b5ahwsannya:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidanggaelilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan k tidzerhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang s@uagi siapa saja baik
dari pihak suami maupun istri ketika akan melakuserceraian, maka perceraian
tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidangaa#ag. Khusus bagi yang
beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukatepin Sidang Pengadilan
Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila pencetersebut dilakukan di

depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cldsgnabahwa antara suami

istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suanmi.ist

' M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agafdakarta: Sinar
Grafika, 2009). hal: 46
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b. Dalil-Dalil Perceraian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia spdati ada ketentuan
hukumnya. Beqitu juga dalam hal perceraian. Tindakarceraian yang banyak
dilakukan oleh masyarakat, sudah pasti ada dasaminya. Adapun dalil-dalil
dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nasQuRan atau hadist
diantaranya adalah sebagai berikut:
1) QS. Al-Bagarah ayat 227
oo B GIIT 2 b
Artinya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) kalaMaka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mehggta

2) QS. Al-Bagarah ayat 241

N\

23

2y il e s J)}uu”@;gw“ 5

Artinya:
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah edikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai ska&twajiban bagi
orang-orang yang bertakwa&

3) QS. An-Nisa’ ayat 128

P | s - (

Lﬂwb@o\wcbmlﬁa\fc\)\bw%wwbol lub

PN S IOk N A SR 2 st 2 €L T
" )}.9 b_Q.UJ ‘)"“t"’” Q/b C&J‘\;«.Q_:Y‘g)j\/a}bycl.‘a.“) L‘>=Lp

Tk sl L S
Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atikagstidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadaérdamaian

' QS Al-Bagarah:227Al-Qur'an Dan..Op. Cit hal:55
2 QS Al-Bagarah:241bid, hal: 59



yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebibk iagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dakeajkamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirirdari( nusyuz dan
sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalahanmaéngetahui apa
yang kamu kerjakaf?

4) QS. An-Nisa’ ayat 35

Artinya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anteeduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki darorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bksmd mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 9Suateri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Meaidén

Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari hadidtilyang menjelaskan

tentang perceraian, diantaranya adalah:

1) Hadits riwayat Abu Daud

& It ea
3.8 0., 11 2 [D*+ -*
Artinya:
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza walla ialah
talak.”®

2) Hadits riwayat Ibnu Majah
9:74 6 % | # g 4
39 ) 29, 7.0 | <>} B

> QS An-Nisa’:1281bid. hal: 143
QS An-Nisa’:351bid. hal: 123
» HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sab@p.Cit.hal: 135
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Artinya:
Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabdeariita mana saja
yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya peaiaan berat
apa-apa, maka haram baginya aroma suf§a.

3) Hadits riwayat Abu Daud

1 7 Dkt (7 #A 0, =7 B
70 ' 9 - " k(B W+, 0O, O L #H#
2 )70+ | fl6, Kk7,:° 7 K O)*+, 616, B

311

Artinya:
Dari Asma’ binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshari: Rachasa Rasulullah
SAW ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itnitevayang dicerai
tidak ada iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat &gt wajibnya iddah
bagi wanita yang dicerd’
c. Sebab-Sebab Perceraian
Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenkatgdupan berumah
tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Wer&a mempunyai
konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemushalahirkan sebuah peran
dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Penkaviharus dipandang sebagai

sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengagibadampai ajal menjelang

dan bisa juga putus ditengah jafén.

%6 Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan AhnTaifiq AbdurrahmanShahih Sunan
Ibn Majah.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hal: 258

?” Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjiemahkan Abdufdd lhsan., M. Soban Rohman.
Shahih Sunan Abu Dau@akarta: Pustaka Azzam, 2006). hal: 50

® Mufidah CH. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan GandéWalang: UIN-Malang Press,
2008). hal:135
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Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sepadfawinan yang
bahagia dan kekal serta menghindari terjadinyaepaian (talak). Dan dapat
dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memimsiuang terjadinya
perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Ppatddeberapa hal yang
dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perce rggio:

a. Terjadinya nusyuZ dari pihak istri.

b. Nusyuz suami terhadap istfi.

c. Terjadinya syigad*

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yanggsaliduh menuduh
antara keduanya.

Para Ulama’ Klasik juga membahas beberapa sehadp mmengakibatkan
putusnya perkawinan dalam kitab-kitab fikih. Mertumam Malik yang menjadi
penyebab putusnya perkawinan adatahlag, khulu’, khiyar/fasakh, syigaq,

nusydz, ila’, dan dhihar.lmam Syafi'l menuliskan sebab-sebab terjadinya

29 Nusyuz bermakna kedurhakaan istri terhadap sudahiini dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat
43, yang dalam hal ini Al-Qur'an memberikan opshgalap istri-istri yang nusyuz terhadap suami
sebagai berikut:
1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf
2) Pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendy@atersebut istri dapat melakukan
koreksi diri terhadap kekeliruannya
3) Memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya apddhgian yang tidak
membahayakan istri
% Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QB-Nésa’ ayat 128. Dan yang dimaksud
nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istriag@mlah berupa kelalaian suami dalam
memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkathirl maupun nafkah batin, tidak
memperlakukan istri dengan cara yang baik, meniyiakit secara batin, fisik maupun mental. Dan
jika terjadi demikian, dalam QS. An-Nisa’ ayat Idi@njurkan untuk melakukan perdamaian, yang
dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalanengahadapi suaminya agar tidak terjadi
perceraian
%1 Syigaq adalah percekcokan antara suami dan isali.ini bisa disebabkan karena kesulitan
ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Dgh@melasan UU No. 7 Tahun 1989
disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan ygagtdan terus menerus antara suami istri.
Penyelesaian syigaq ini dijelaskan dalam QS. AraNigat 35.
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perceraian adalah dikarenakifwalaq, khulu’, khiyar/fasakh, syigaq, nusydz,,ila’
dhihar dan liran®

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga diala terkait dengan
hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian aahw

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasdasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemapekjadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selé) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yamd sitau karena hal lain
diluar kemampuannya,;

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengasmyerat yang
membahayakan pihak lain;

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penglakigan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pdssean dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rulagh dalam rumah
tangga>>

Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkaingin hal-hal yang
menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasdasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemapekjadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selé) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yamd sitau karena hal lain
diluar kemampuannya,;

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5a)litahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan bedang;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengasmyerat yang
membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penglakigan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pesiehn dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rulagi dalam rumah
tangga.

g. Suami melanggar taklik talak;

32 Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tariga®p. Cit.hal: 208
* Seri Hukum...Op. Cihal: 40-41



29

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tenyad ketidak
rukunan dalam rumah tanggA.

d. Azas-Azas atau Prinsip-Prinsip Pernikahan

Perkawinan bukanlah semata-mata dilakukan hanyakupémenuhan
kebutuhan biologis ataupun kebutuhan materi. Miéairyang lebih utama adalah
pemenuhan akan kebutuhan afeksional, yaitu kebatatencintai dan dicintai,
rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi,géihatiperhatikan, ataupun yang
lainnya® Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuahikaéan, agar
tercipta keluarga yang sakinah.

Keluarga yang harmonis atau sakinah dapat terbedgngan sendirinya.
Keluarga yang sakinah terbentuk atas upaya senggota keluarga yang saling
berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk membanguunaelxeluarga yang sakinah
atau harmonis diperlukan tiga pilar sebagai daaarseéndi, yaitu:

1. Kasih Sayanyj
Kasih sayang sangat diperlukan dalam pernikahan. rerga
perkawinanadalah mempersatukan rasa kasih say#a@ @epasang suami
istri dalam ikatan yang sacral atau yang disebogdemitsagan ghalidhan.
2. Keharmonisat
Keharmonisan sangat dibutuhkan dalam sebuah peank&arena, cinta
saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatau

permasalahan. Untuk mencapai keharmonian tersemdka dapat

% Ibid. hal: 96
% Mufidah CH.Op. Cit.hal: 115
% |bid. hal: 73
37 Ibid. hal: 75
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dilakukan dengan cara memahami dan menerima peabedserta
kekurangan setiap pihak baik suami maupun istri.

3. Pemenuhan Aspek Infra Struktur (Sandang, Pangaanfa
Pemenuhan terhadap aspek infra struktur sangatutiiken dalam sebuah
pernikahan, karena hal ini merupakan bagian déutkdan pokok dalam
sebuah pernikahan. Hal ini dapat dilakukan denganapemen yang sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan.

Jika dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahngesderdapat tiga
pilar untuk membangun keluarga yang sakinah, ddliunNo. 1 Tahun 1974
perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antacxaseg pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membekélikarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YaabaMEsa, hal ini
dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 mah®i74 tentang
Perkawinar?’

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengarkawinan, juga
disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang NomdaHun 1974 tentang
Perkawinan, di antaranya :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yamgdia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu danengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya memizimtumencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil;

% |bid. hal: 76
** Seri Hukum...Op. Cihal: 7
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b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan rmehukum agamanya
dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan haligatat, menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menganut azas monogami;

d. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganyaukundapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mekanjudujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada peacerdan mendapat
keturunan yang baik dan sehat;

e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memung&mkerceraian, harus
ada alas an-alasan tertentu serta harus dilakuldgepdn siding pengadilan;

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengaml&walkedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalamapkeny masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rd@luaapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami¥tr

2. Pegawai Negeri Sipll
a. Definisi Pegawai Negeri Sipil
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nofdofahun 1990
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nothdrakhun 1983 Tentang
Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negpili Segawai Negeri Sipil
(PNS) diartikan sebagai unsur aparatur Negara, l[dbedara dan abdi masyarakat

yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyardaam tingkah laku,

40 bid. hal: 29
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tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundatagigan yang berlaku,
termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republiknkgia Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan ReatefiNomor 10 Tahun
1983, dijelaskan bahwasannya Pegawai Negeri Sipdgai aparatur Negara, abdi
Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat meejadan yang baik bagi
masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan katadtepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu PegBlegeri Sipil juga harus
mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melamgkan pernikahan, beristri
lebih dari satu, atau akan melakukan percerdian.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan PemerRégublik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan darcePaian Bagi Pegawali
Negeri Sipil dijelaskan:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam adgelundang

Nomor 8 Tahun 1974;

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu

a) Pegawai Bulanan di samping pensiun

b) Pegawai Bank milik Negara

c) Pegawai Badan Usaha milik Negara

d) Pegawai Bank milik Daerah

e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah

f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang resggarakan

urusan pemerintah di Des4;

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 dmmtPerubahan

Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagsn, dijelaskan:

“1bid. hal: 164
42 1bid. hal: 148-149
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Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Repubitkonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkah gbejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatagengatau diserahi
tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peratu perundang-
undangan yang berlakif.
Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwagsann
1. Pegawai Negeri terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalaat &) huruf a,
terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daeraff.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai N&geit adalah
unsur apartur Negara, abdi Negara dan abdi masarsdbagaimana yang
dimaksud dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang lB&dran Atas UU No. 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Parafdemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawidan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah BRépindonesia Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan RearefiNomor 10 Tahun
1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagwaig\Negeri Sipil.

b. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Papavegeri Siplil,

maka terdapat aturan khusus bagi para PNS yang raktekukan perceraian.

Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal aga®vai Negeri Sipil dianggap

sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang stdakalangsung menjadi

“> PDF.UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas WJ & Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaiahal: 2
“Ibid. hal: 3
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teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dakamhgang menjadi pedoman
bagi para Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan degbéin berumah tangga dan
disiplin Pegawai Negeri, yaitu:
1. UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkanndahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Siplil;
3. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplim®agNegeri Sipil;
4. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang lIzin Perkawinan DaneP@an Pegawai
Negeri Sipil;
5. PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tgntan Perkawinan
Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi PegawgeN Sipil dalam
melakukan perceraian adalah PP No. 45 Tahun 19%Pj®&o. 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai iNegpil. Peraturan
Pemerintah tersebut salah satunya adalah mengatkaitt dengan prosedur
perceraian bagi para PNS yang harus mendapatkapapbat terlebih dahulu.

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipildidalam Pasal 3 ayat
(1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10umath983 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin PerkawDan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebag#diuie

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraiamjib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih daldali Pejabat

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan seb&gaiggugat atau
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebdgagugat untuk

memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimamalkdud dalam
ayat (1) harus mengajukan permintaan secara testuli
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(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan a@argugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan haticantumkan
alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan:

Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melssiuran tertulis.

Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinannss@imana Pegawai
Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2)yatakan bahwa:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin daga®eai Negeri Sipil
dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceradan atau untuk
beristri lebih dari seorang, wajib memberikan peitiangan dan
meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierdalam jangka
waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mul@nggal ia
menerima permintaan izin dimaksud.

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejalpstbda didasarkan pada
alasan alasan yang ditetapkan oleh peraturan pamgaghdangan. Izin untuk
bercerai karena alasan istri mendapat cacat ba@danp&nyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai tedak diberikan oleh Pejabat.
Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabdésan perceraian tersebut
terdapat hal-hal sebagai berikut :

a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yangtd?@gawai Negeri

Sipil yang bersangkutan

b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undanggrbgaaku; dan/atau
c) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akat.se

Ketentuan Prosedur perceraian bagi Pegawai N&jpili sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 TahuB83 190 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 selain berlaku Ipgglawai negeri sipil,

berlaku pula bagi pegawai yang dipersamakan deRbshyakni :
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a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;

b) Pegawai Bank milik Negara,;

c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;

d) Pegawai Bank milik Daerah;

e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang leeggarakan urusan

C.

pemerintahan di Desa;

Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1RB83Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentanbgatkperceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawagé@teSipil pria maka

ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk pengbeéeh bekas istri dan
anak-anaknya.

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayatiglih sepertiga

untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutepertiga untuk bekas
istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anakny

Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak m#lagian gaji yang

wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria &dp bekas istrinya
ialah setengah dari gajinya.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikapalala alasan

perceraian disebabkan karena istri berzinah, daauatstri melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupatin terhadap

suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, glamudi yang sukar
disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan susatama dua tahun
berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasamgaah atau karena hal
lain di luar kemampuannya

Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, ma& tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tiakaku, apabila

istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suamizimah, dan atau

suami melakukan kekejaman atau penganiayaan bailtl®hir maupun

batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pentabpemadat, dan
penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telaninggalkan istri
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selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrnd@anpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya

7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang beigeutan kawin lagi,
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminyanjade hapus
terhitung mulai ia kawin lagi.

d. Tugas - Tugas Hakim

Secara umum, hakim memiliki tugas sebagai berikut:

1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat progkanga jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya seganganisasiannya.

2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketuakuniengamati
apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai ¢ayyataan
administrasi perkara perdata dan pidana serta gmlaln eksekusi,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakuntelaporkannya
kepada pimpinan pengadilan.

Adapun yang harus dilakukan oleh para hakim ted@mgan tugas pokok
adalai®menerima, memeriksa, dan mengadili serta meny&msaperkara-
perkara (melaksanakan persidangan) dengan memigarhat

1) Membuktikart’ benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan paiteak

dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang saénurut hukum

% Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Permadiuku |.
(Jakarta: 1993). Hal: 8

“*Ketua Pengadilan Tinggi Agama SamarinBambinaan Hakim PA Se-Kalimantan Timur Via
Website PTA. (Samarinda, 25 Januari 203M@uw.pta-samarinda.conbiakses pada hari Kamis,
17 Februari 2011. Hal:1-3

47 1) Memeriksa identitas para pihak, 2) memeriksaskuhukum para pihak, jika ada, 3)
mendamaikan para pihak (mediasi), 4) memeriksaatyggaratnya sebagai perkara, 5) memeriksa
seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pidknmemeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur
setiap fakta/peristiwa, 7) memeriksa alat buktusetata cara pembuktian, 8) memeriksa jawaban,
sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak law8h, mendengar pendapat atau kesimpulan
masing-masing pihak, 10) menerapkan pemeriksaamiseskum acara yang berlaku.
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pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkarasgaia dalam Berita
Acara Persidangan (BAP).

2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengaenitai peristiwa itu
ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terlpadpiwa yang
telah dikonstatiring, selanjutnya dituangkan dalpertimbangan hukum
putusarf®

3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang kemudenuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetafyan.

Adapun yang harus dilakukan oleh Ketua Majelidadanembimbing dan
memprakarsai jalannya persidangan serta mengaerasidap pembuatan Berita
Acara Persidangan (BAP). Dan tugas Majelis adalahymsun konsep putusan /
penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersundoérhasil pemeriksaan
yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acaraid@rgan (BAP) dan

berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep sebuahamitesetapary.

“8 pertimbangan hukum tersebut meliputi:

a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara

b) Merumuskan pokok perkara

¢) Mempertimbangkan beban pembuktian

d) Memppertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta perstitau fakta hukum

e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yardkta-fakta hukum menurut hukum
pembuktian

f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalagkalan serta bukti-bukti lawan
sesuai hukum pembuktian

g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/ fd&kaa yang terbukti dengan petitum

h) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hulgang tidak tertulis dengan data
sebenarnya

i) Mempertimbangkan biaya perkara

“Isi putusan (dictum)/ penetapan:

1. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan (diktumgfapan

2. Mengadili seluruh petitum

3. Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Offic

4. Menetapkan biaya perkara

*°Adapun konsep dari putusan/penetapan tersebut mdmaberapa hal sebagai berikut:
1. Tentang duduk perkaranya
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Prof. Bagir Manan menjelaskan bahwasannya tugasaitdari seorang
hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara ik, memberi kepuasan
hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Dan d&@mdlisi apapun seorang
hakim tetap harus memutus menurut hukum, baik daamharfiah maupun
hukum yang ditafsirkan atau yang dikonstruksi. Adajgeadilan atau kepastian
yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastéang dibangun atas dasar dan
menurut hukum, bukan atas sekedar kehendak hakig parsangkutan atau

sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

2. Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiekim dalam membuktikan fakta-
fakta yang telah terbukti, serta menemukan hukuntraga peristiwa tersebut, yang dalam hal
ini merumuskan secara rinci kronologis dan huburggn sama lain dengan didasarkan pada
hukum atau peraturan perundang-undangan

3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai Kosstiatau penentuan hukum atas
peristiwa/fakta yang telah terbukti.

*Bagir Manan. Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum Darjudn Hukum.

www.badilag.neDiakses pada hari kamis, 17 Februari 2011. Hal: 5
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METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologi Hukumyaitu perubahan
cara pandang dari hukum secara legal formal ke yuridis empiris.> Jenis penelitian
ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejaagejaa
sosia lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada seorang
Pegawal Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan
dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku maupun ketaatannya
terhadap peraturan pemerintah sebagaimana terdapat dalam PP No. 45 Tahun

1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 serta tujuan sebuah perkawinan sebagaimana

> Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. (Bandung: PT. Refikaahkdit, 2007). Hal: 9

40
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terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, apakah ada pengaruh positif atau
negatif dari kedua ketentuan tersebut.

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini adalah termasuk dalam
penelitian lapangan (fieled research)yang dalam hal ini peneliti langsung terjun
di lapangan atau lokas penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian
ini disebut juga penelitian hukum empirik.

Ditinjau dari segi variabelnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
deskriptif yang dilakukan dengan cara menjelaskan/ menggambarkan/
membeberkan variabel yang sedang terjadi terkait dengan perceraian PNS. >

Jika ditinjau dari segi datanya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
kualitatif naturalistik®” Pendlitian ini dilakukan dengan tidak menggunakan angka
dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkan terhadap hasilnya, karena
dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah hakim PA Ngawi. Namun
dengan demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian ini peneliti tidak
diperbolehkan sama sekali menggunakan angka. Melainkan yang tidak
diperbolehkan adalah apabila daam mengumpulkan data dan penafsirannya
peneliti menggunakan rumus-rumus statistik.>
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendlitian ini adalah Deskriptif

Kualitatif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan

% Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prak{gikarta: Rineka Cipta,
2002). Hal: 6
*"Ibid. hal: 11
% Ibid. hal: 10
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mendeskripsikan data kualitatif yang banyak dituangkan dalam bentuk |aporan
dan uraian.*® Oleh karenaitu peneliti menggambarkan, menguraikan, menurut apa
adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian di
kalangan PNS di PA Ngawi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan
mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena
meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS.

Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan
adal ah data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang
diwawancarai, di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan data statistik.

Dasar filosofis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis
yang berarti bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap
fenomena atau ggjala yang memancar dari objek yang diteliti, yang dalam hal ini
peneliti memberikan interpretasi terhadap gejala-ggjala dari adanya fenomena
banyaknya perkara perceraian PNS yang ada di PA Ngawi. Apa yang
melatarbelakangi banyaknya fenomena perceraian PNS di PA Ngawi. Dan
karakter dari pedekatan penelitian kualitatif adalah bersifat induktif-deduktif.
Peneliti memaparkan beberapa fakta atau permasalahan terkait perceraian PNS di
PA Ngawi, dan kemudian peneliti memaparkan dasar hukum dari fakta

permasal ahan tersebut.

* Imron Arifin, Penelitan Kualitatif Dalam Ilmu-llmu Sosial Dan Kgamaan (Maang:
Kalimasahada Press, 1996), hal: 6
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Lokas Pendlitian

Daam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan

Agama Kabupaten Ngawi, yang tepatnya beralamat di Jalan Trunojoyo No 59

Ngawi Kode Pos 63217.

D.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu

data atau informasi.*° Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam

penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

a)

Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber utama. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara
individual atau kelompok, hasil observas terhadap suatu benda (fisik),
kgadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer dalam
penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan
para hakim PA Ngawi yaitu Bambang Supriastoto, H.Nahison Dasa Bréta,
Muslim, Suroso, Imam Gozi, Ngizzuddin Wangidi, dan Suwarto, Serta data-
data yang diperoleh melalui putusan hakim, UU tentang perkawinan serta UU
yang berkaitan dengan perceraian PNS.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, pendliti
menggunakan teknik Purposif Sampling (sampel bertujuaggitu penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data

secara maksimal. Teknik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan,

% |pid. hal:, 54.
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diantaranya adalah dalam penentuan informan tersebut peneliti memilih para

hakim yang telah disebutkan di atas dengan kriteria:

1. Menjadi Hakim PA Ngawi pada waktu peneliti melakukan penelitian.

2. Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih para
hakim PA Ngawi sebagai informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tidak mungkin peneliti melakukan wawancara kepada para pihk yang
berperkara. Karena perkaranya sudah diputus. Selain itu jumlah perceraian
PNS relatif banyak. Kalau melakukan wawancara dengan mereka maka
terjadi banyak kesulitan.

2. Menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jika peneliti melakukan wawancara
dengan para pihak yang berperkara, maka membutuhkan tenaga yang
banyak untuk menjadi pewancara dan memerlukan biaya yang banyak
pula. Hal yang tidak dapat ditolerir adalah waktu karena dalam hal ini
peneliti harus segera mungkin dapat menyelesaikan penelitian. *

b) Sumber Data Sekunder adalah sumber kedua yang merupakan pelengkap.
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data
sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-
dokumen yang diperoleh dari PA Ngawi, yang berupa data jumlah percerain
PNS, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, maupun data yang

lainnya.

bid. hal: 117
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c) Sumber Data Tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-
bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data tersier di antaranya kamus dan
ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak
pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.®
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut :

a Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewe) yang mengaukan
pertanyaan dan yang diwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara
(interview guidg *

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman
wawancara yang berbentuk "semi terstruktur”. Wawancara, dilakukan dengan
menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun
kepada para hakim PA Ngawi terkait dengan apa yang melatar belakangi
meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS mulai tahun 2008 sampai

dengan tahun 2011 dan bagaimanakah pandangan hakim PA Ngawi terhadap

%2 Masyhuri dan M. Zainuddin. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan AplikgBiandung:
PT Refika Aditama, 2009). hal: 25

% Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif §andung : PT Remaja Rosdakarya, 1999). hal:
135
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fenomena meningkatnya perkara perceraian PNS. Kemudian satu persatu
diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut.®*
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, maaah, prasasti, notulen rapat dan
sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen
yang diperoleh dari PA Ngawi, baik itu berupa data jumlah percerain, alasan-
alasan perceraian, pertimbangan hakim dalam melakukan putusan, isi putusan
maupun data yang lainnya. Serta ketentuan dalam undang-undang pernikahan dan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian PNS.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data
merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang
peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam
mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang
dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian
ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :
a) Editing

Editing adalah mendliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah
data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses

selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-

% Suharsimi Arikunto, Op. Cit hal:.227
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catatan dari hasil wawancara dengan para hakim PA Ngawi, apakah data-data
tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
b) Classifying

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari
hasil wawancara dengan para hakim di PA Ngawi dan data yang diperoleh melaui
dokumentasi, maupun data lainnya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan
ditdlash secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.® Dalam
proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan
para hakim PA Ngawi dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, serta data
lainnya.
c) Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat
dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam
penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari para hakim PA Ngawi yang
diwawancarai, maka dilakukan cross-checkulang dengan menyerahkan hasil
wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan
mempermudah penulis dalam menganalisis data.
d) Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data
yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kuadlitatif, yaitu analisis yang

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,

® Lexy J. Moleong, Op. Cit Hal: 104-105.
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kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.®®
Penulis menyagjikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari
wawancara.

Penulis menganalisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama
yaitu, reduks data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduks data
adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan.’’ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan
informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Dilanjutkna penarikan kesimpul an.
e) Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun
yang dimaksud dengan concludingadalah pengambilan kesimpulan dari data-data
yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas
kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masal ah.

G. Teknik Pengecekan K eabsahan Data
a) Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan
data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan dergjat
kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti terjun langsung pada lokasi
penelitian di PA Ngawi, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian, sehingga rumusan maslah dalam penelitian dapat terjawab.

% |bid. hal; 248.
%7 Ibid, hal: 190.
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b) Triangulas

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada
suatu tekhnik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah tekhnik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa
pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.

Daam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat
dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendatang dan pandangan masyarakat

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Dalam penelitian ini, dadam teknik triangulasi peneliti menggunakan
metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat para pakar, serta membandingkannya dengan isi suatu dokumen yakni

berbagai buku dan literatur lainnya.
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Pada intinya terkait dengan ha ini peneliti berusaha me-recheekhasil
penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode,
atau teori. Dan yang peneliti lakukan adalah:

a.  Mengaukan berbagai macam pertanyaan
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan

data dapat dilakukan®.

% Lexy J. Moleong, Op. Cit.,hal: 326
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PAPARAN DAN ANALISISDATA

A. Paparan Data
1. Deskripsi Lokas Penelitian
a. Segjarah Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Pengadilan Agama Ngawi berdiri atas dasar Stbl2188mor: 152 dan
153. Dengan penambahan berdasarkan stbl. 1937 Nai®mdan 610. Adapaun
yang memprakarsai pembentukan Pengadilan AgamaiNgdalah KRM Imam
Dipuro, sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagatud Pengadilan Agama
Ngawi. Masa tersebut (Hindia Belanda) sampai dernighon 1942 Pengadilan

Agama Ngawi dengan nam&riesterraad Organisation administratif dan

51
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finansial berada dibawah Departemen Kehakinf@epartement Vanyustitie),
pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945), derayaa $ooryo Hooin
dibawah urusan KehakimaB@usaikanbumasa sesudah Proklamasi 17 Agustus
1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Remgadiama kembali
dibawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25eM1946 diserahkan
kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tekhyuridis berada
dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabggrg dulu disebut dengan
Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surab&Ya.
b. Vis Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
c. Misi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikamypaan hukum
yang berkeadilan kepada pencari keadilan, menikgkatualitas kepemimpinan
badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitastdamsparansi badan peradilan.
d. Tugas Pokok Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Melaksanakan tugas sebagai pelaku kekuasaan kedrakiragi rakyat
sebagai pencari keadilan yang beragama Islam mangerkara tertentu menurut
ketentuan Undang-Undang di wilayah yurisdiksi Pelilga Agama Ngawi.
e. Fungs Pengadilan Agama (PA) Ngawi
1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanagerii tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islamddndr Perkawinan,

®Seejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan AgafNgawi. http://www.pa-ngawi.net
Diakses pada 22 Februari 2011
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Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodadetonomi syariah, dan
permohonan pertolongan pembagian harta peningdalaar sengketa;

2. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepaialanringan;

3. Menerapkan hukum acara dengan baik dan benar daktmap proses
penyelesaian perkara;

4. Melaksanakan administrasi perkara dan administsasim dengan baik,
efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai dengamsppiprinsip manajemen dan
ketentuan yang berlaku;

5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihdaangnhukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pergadigama Ngawi;

6. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam pé&men awal bulan pada
tahun Hijriyah;

f. Wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Ngawi

1) Peta Kabupaten Ngawi

["‘-.--"‘"H“\
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2) Yurisdiks Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Yurisdiksi Pengadilan Agama (PA) Ngawi terdiri ais (sembilan belas)
Keamatan dan 217 (duaratus tujuh belas) Desa f#t&dn, vaitu:

1. Kecamatan Ngawi yang terdiri atas 16 Desa yaitu:

Ngawi, Mangunharjo, Kandangan, Karangasri, Marggmul Beran,
Jururejo, Grudo, Watualang, Kartoharjo, KarangténgBrandon, Kerek,
Banyuurip, Karangtengah, Ketanggi, Pelem.

2. Kecamatan Pitu yang terdiri atas 10 Desa yaitu:

Pitu, Kalang, Dumplengan, Selopuro, Karanggenengandar, Cantel,
Papungan, Banjarbanggi, Bangunrejolor.

3. Kecamatan Paron yang terdiri atas 14 Desa yaitu:

Paron, Gentong, Babatan, Kedungputri, Tempuran, WDa®emen,
Jambangan, Teguhan, Sirigan, Jeblogan, Ngale, Geflebon.

4. Kecamatan Geneng yang terdiri atas 13 Desa yaitu;

Geneng, Keraswetan, Keniten, Tambakromo, Tepasr&al Baderan,
Kasreman, Kersikan, Klitik, Kersoharjo, Klampis&empel.

5. Kecamatan Gerih yang terdiri atas 5 Desa yaitu;
Gerih, Randusongo, Widodaren, Keraskulon, Guyung.
6. Kecamatan Padas yang terdiri atas 12 Desa yaitu;
Padas, Banjaransari, Bendo, Tambakromo, Tungkulregintoyo,

Sukowiyono, Munggut, Pacing, Kedungprahu, Sambjiéteadunganlor.
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7. Kecamatan Kasreman yang terdiri atas 8 Desa yaitu;

Jatirejo, Cangakan, Karangmalang, Gunungsari, IKaamme Legokulon,
Tawun, Kiyonten
8. Kecamatan Pangkur yang terdiri atas 9 Desa yaitu:

Pangkur, Babadan, Pohkonyal, Sumber, Gandri, Wengkth, Ngompro,
Paras, Pleset.

9. Kecamatan Kedunggalar terdiri atas 12 Desa yaitu:

Kedunggalar, Begal, Wonorejo, Katikan, Pelangkidulatigembol,
Pelanglor, Bangunrejokidul, Jenggrik, Wonokertoptaeang, Kawu.

10. Kecamatan Karangjati teridiri atas 17 Desa yaitu;

Karangjati, Campurasri, Danguk, Gembol, Ringinano®embung,
Sidorejo, Dungmiri, Brangol, Sidokerto, Jatipurajh®, Legundi, Rejomulyo,
Rejuno, Plosolor, Sawo.

11. Kecamatan Kwadungan terdiri atas 12 Desa yaitu:

Kwadungan, Warukkalong, Karangsono, Kendung, Dindearwosari,
Tirak, Sumengko, Pojok, Simo, Buduk, Mojomanis.

12. Kecamatan Widodaren terdiri atas 13 Desa yaitu:

Widodaren, Kedunggudel, Sekarputih, Kayutrejo, Bigp Karangbanyu,
Gendingan, Kauman, Sidomakmur, Walikukun, Banyylsekaralas, Tanon.
13. Kecamatan Mantingan terdiri atas 5 Desa yaitu:

Mantingan, Pengkol, Kedungharjo, Pakah, Sambifegobakboyo.
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14. Kecamatan Ngrambe yang terdiri atas14 Desa yaitu:

Setono, Wakah, Tawangrejo, Sambirejo, Manisharjador8ulyo,
Bebadan, Krandegan, Pucangan, Cepoko, Mandiro, nNma Hargomulyo,
Giriharjo.

15. Kecamatan Sine yang terdiri atas 13 Desa yaitu:

Sine, Pocol, Wonosari, Pandansari, Girikerto, Ndesrgy, Jagir, Kauman,
Gendol, Sumberejo, Sumbersari, Kuniran, Tulakan.

16. Kecamatan Kendal yang terdiri atas 10 Desa yaitu:

Kendal, Karangrejo, Simo, Ploso, Sidorejo, PataMajasem, Dadapan,
Karanggupito, Gayam.

17. Kecamatan Jogorogo yang terdri atas 12 Desa yaitu:

Jogorogo, Soco, Talang, Macanan, Brubuh, Dawungpjuihgsari,
Umbulrejo, Kletekan, Jaten, Girimulyo, Ngrayudan.

18. Kecamatan Karanganyar yang terdiri atas 8 Desa:yait

Karanganyar, Jatimulyo, Sekarjati, Bangunrejo, 8dari, Mengger,
Gembol, Pandean.

19. Kecamatan Bringin yang terdiri atas 12 Desa yaitu:

Bringin, Sumberbening, Mojo, Krompol, Dero, Legoamt Dampit,
Suruh, Kenongorejo, Gandong, Legowetan, Boan.

g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Personil Pengadilan Agama Ngawi saat ini berjurgl@lorang yang terdiri
atas:

1. Hakim : 7 Orang ( Termasuk Ketua dan wakil ketug PA
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Pengawai 13 Orang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi:

Ketua : Drs. Bambang Supriastoto., S.H., M.H
Wakil Ketua : H. Nahison Dasa Brata., S.H., M.Hum
Hakim : 1. Drs. Muslim., S.H.,M.H

2. Drs. Suroso.,S.H
3. Drs. Imam Gozi
4. Drs. Ngizzuddin Wangidi

5. Drs. Suwarto.,M.H

Panitera/Sekretaris H.Sri Waluyo,S.H.
Wakil Panitera Drs. Khusnul Salim
Wakil Sekretaris :Sutopo,S.H

Panitera Muda Gugatan Sunardi,S.H.

Panitera Muda Permohonan Arwin Subahar,S.H.
Panitera Muda Hukum Drs.Agus Singgih By Arifin
Kepala Urusan KepegawaianRidwan, S.H.

Kepala Urusan Keuangan  Sutji Eny Lestari,S.H.

Kepala Urusan Umum -

Staff Urusan Umum Asti lka Moraliana, Amd.
Panitera Pengganti : Drs. Khusnul Salim
2. Sunardi,S.H.

3. Arwin Subahar,S.H.
4. Kholis

5. Drs.Agus Singgih By Arifin
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6. Hidayat Mursito, S.H.
7. Inatun,S.H.
8. Sutji Eny Lestari,S.H.
9. Laily Ekawati Fauziyah, S.H.
10. Ridwan, S.H.
Juru sita Pengganti : Sutopo., S.H
2. Faktor Yang Melatar Belakangi Banyaknya Perkara Per ceraian Pegawali
Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Yang dimaksud dengan penyebab perceraian PegaweiriNg&pil adalah
beberapa faktor yang memicu retaknya sebuah ruarajgéa sehingga terjadilah
perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Pegdegeri Sipil dalam
mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupenaicgugat. Dalam sebuah
wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Nigakait dengan faktor
yang melatar belakangi perceraian para PNS sehagaiyang diungkapkan oleh
Bapak Bambang Supriastoto sebagai Ketua Pengadidlgama Ngawi
sebagaimana berikut:
Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agamgavwh adalah
karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tanggan dari
ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut adbekapa faktor
penyebabnya vyaitu karena perselisuhan dan perteagka
perselingkuhan, ekonomi, cemburu dll. Pada dasrfdS memang
memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi kebutusetiap orang kan
berbeda-beda. Bukan berarti setiap PNS kehidupamaftu tangganya
selalu tercukupi. Beberapa hal tersebutlah yang yababkan para PNS
melakukan perceraian. Dan sebenarnya ada jalan elain perceraian
yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang bekpea. Atau dengan
cara mendatangkan keluarga. Di Pengadilan AgamaviNgsendiri para

hakim telah menguapayakan para pihak untuk melakukadiasi, akan
tetapi ya seperti itu ada yang damai ada juga yadgk. Dan kebanyakan



59

mereka tidak dapat didamaikan, dan berketetapam inatuk melakukan
perceraian’®

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Hisblalbasa Brata sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang mengatddednwasannya:

Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab paime PNS ya
sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karemamomi,
pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, akgnya ketaatan
dalam beragama, dll. Sesungguhnya ada jalan laigi mereka selain
melakukan perceraian, yaitu perdalaian antara kethetah pihak. Akan
tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan, karenaskipun dilakukan
perdamaian atau mediasi mereka juga tetap mengiagimerceraiaft’.

Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama terkaigae faktor yang menjadi
penyebab terjadinya perceraian PNS di Pengadilanamag Ngawi
mengungkapkan bahwasannya:

Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidakatdd@armonis dan
tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikaiuarga tidak
harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkyhairangya saling
memahami dll. Meskipun dari sisi ekonomi PNS bigatdkan mapan,
akan tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung havian apabila
para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Aganberati
perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereRan mediasi wajib
dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalarkae&inan penentu
damai adalah para pihak karena menyangkut kondsmjani dan rohani
para pihak’?

Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madyaaprat mengatakan
bahwasannya:

Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tanggaeka telah
pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tanggakaetu macam-
macam, ada yang karene ekonomi, bertengkar, seimgklll. Dan

kondisi ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakanilkependapatan
atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuailteihan. Kadang orang
yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, cikup untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang peniginaigia 2.000.000

® Bambang Supriastot®Vawancara(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
"' H. Nahison Dasa Brat&8Vawancara(Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)
2 Muslim. Wawancara(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
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perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutulkeluarga.
Semuanya tergantung pada manajemen keluarga dalaengatur
keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapeataatau
kemampuari®

Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakindymgratama beliau
mengatakan bahwasannya:

Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam, yaaey karena
pertengkaran, perselisinan, KDRT, selingkuh baikri daihak istri

maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yaingya. Kalau
kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin kabaisan sebuah
keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan penghasitamg banyak
tidak menjamin keharmonisan sebuah keludfga.

Bapak Ngizzuddin Wangidisebagai hakim madya muda terkait dengan hal ini
beliau mengatakan bahwasannya:

Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itueken ekonomi,
suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istmgyaidak tanggung
jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikataknapan. Tapi
kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga memgreihg Dan

diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, leareelum tentu
PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebeaads jalan bagi
mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan isldlapi kebanyakan
mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mieséessingguhnya
sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desgpiTaasanya perkara
masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang mdtang.

Begitu juga dengan Bapa&uwartosebagai hakim madya pratama terkait dengan
penyebab perceraian PNS, beliau mengatakan bahmyasa

Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa dakikKebanyakan
mereka bercerai karena faktor ekonomi, perselingkuikurang saling
memahami antara suami istri, cemburu, KDRT dandiakdktor yang
lainnya. Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonidatam sebuah
keluarga. Karena kebutuhan eumah tangga setiap nmesa suami istri
tidaklah samd®

”* SurosoWawancara(Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)

" Imam Gozi.Wawancara(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

> Ngizzuddin Wangidiwawancara(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
’® Suwarto.Wawancara(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
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Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pacfumnya menjadi
penyebab perceraian bagi para PNS. Sebagai datmtam ada beberapa hal
yang menjadi faktor penyebab terjadinya percer&Bis di Pengadilan Agama
Ngawi sebagaimana sebab perceraian yang terdapam daerkara Nomor:
89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangaami istri yang
sah. Selama menikah, pasangan suami istri tersdédalim pernah
melakukan hubungan badan Dalam perjalanan rumahgdanya,
pasangan suami istri tersebut sering mengalami gleiban dan
pertengkaran yang disebabkan karena istrinya tidakta dengan
suaminya. Dan pernikahan yang dilakukan oleh paaanguami istri
tersebut bukan atas dasar cinta melainkan atas dpaksaan orang tua.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaiyaarta terdapat dalam
perkara Nomor: 115/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai beriku

Pada awalnya pernikahan antara para pihak berpeskaadalah
pernikahan yang sah dan pernah hidup rukun. Akaapteseiring
dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perdeds dan
pertengkaran secara terus menerus Yyang disebabkamen&
perselingkuhan dan perzinaan

Dalam perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw terldahgan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebaghkut:

Pada awalnya pernikahan antara pihak berperkaralabgpernikahan

yang sah. Para pihak berperkara juga pernah hidugan dan pernah
tinggal dalam satu rumah juga telah dikaruniai doeang anak. Akan
tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangga ppraak berperkara,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalammah tangganya.
Hal tersebut disebabkan karena pihak istri tidakadbmenerima keadaan
suami yang sudah tidak bisa memberikan nafkah bagada pihak istri,

karena pihak suami dalam keadaan yang tidak noratall mengalami

lemah syahwat.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana tgadgpat dalam perkara

Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
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Dalam hal ini para pihak berperkara pada awalnyaggu sebagai
pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukpexnah tinggal
dalam satu rumah, dan telah dikaruniai seorang afétan tetapi dalam
perjalanan rumah tangganya, sering terjadi perskhs dan
pertengkaran antara para pihak berperkara yang dedgkan karena
ketika pihak suami sakit, pihak istri tidak sanggupguk merawat. Dan
akibatnya pihak istri meninggalkan rumah kediamagrshma. Dan
semenjak itu pula tidak ada lagi hubungan baik emfaihak berperkara
baik hubungan secara lahir maupun bathin.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaigaarta terdapat dalam
perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai beriku

Sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak ed@ra dalam
kasus ini juga merupakan pasangan suami istri ysalg, pernah hidup
bersama, dan telah dikaruniai seorang anak. Akatapie dalam
perjalanan rumah tangganya, antara para pihak bekpea sering
mengalami pertengkaran dan percekcok-kan dikaremghk@ak suami
sebagai kepala rumah tangga selalu bersikap tempraah, selalu
menyalahkan istri karena dianggap tidak bisa menguanak dan
rumah, sering menghina istri, berkata kotor terhpdstri, memaki istri,
bahkan memukul, menampar, menendang, menyakitogaggdan istri
hingga memar dan bengkak yang kesemuanya tersetmnaguk dalam
kategori KDRT. Bahkan hal tersebut juga diperlakukéterhadap
anaknya. Selain itu suami tidak pernah memberikafkah pada istri
selain Rp.200.000 tiap bulannya

Dengan sebab perceraian yang lain, sebagaimana tgesepat dalam perkara
Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Pada awalnya pernikahan antara para pihak berpegkaadalah

pernikahan yang sah, pernah hidup rukun, tinggakama dalam satu
rumah, dan dalam keadaan ba'da dukhul akan tetagburn dikaruniai

anak. Seiring dengan perjalanan rumah tangganygade perselisihan

dan pertengkaran antara para pihak berperkara sad&rus menerus
yang disebabkan karena suami tidak mau diajak wwitabhmi ke

keluarga istri. Jika ada tamu dari keluarga iststiami tidak mau diajak
menemui. Selain itu suami selalu mengungkit-ungkisalah maskawin
dan peningset yang diberikan kepada istri.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaiysatp terdapat dalam

perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw sebagai beriku
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Para pihak berperkara adalah pasangan suami istig sah, pernah
tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup rukum@raP pihak
berperkara juga telah dikaruniai dua orang anak. |&®a perjalanan
rumah tangganya, terjadi pertengkaran dan persediai secara terus-
menerus yang disebabkan karena istri tidak terbtddadap suami
tentang masalah uang, dan istri sering menghinarswh depan umum.

Dalam perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw terldahgan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebaghkut:

Para pihak berperkara adalah pasangan suami isany sah. Pada
awalnya rumah tangga para pihak berperkara berjaldengan rukun
namun belum dikaruniai anak. Kemudian suami pamitiki berkerja di
Jakarta hanya pulang satu kali, kemudian kembali lee Jakarta dan
setelah itu tidak pernah kembali lagi. Dan selamapula suami tidak
pernah memberikan nafkah lagi pada istri.

Dalam perkara Nomor: 835/Pdt.G/2009/PA.Ngw terldehgan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebstiaagai berikut:

Para pihak berperkara telah melangsungkan pernikali@ngan sah,
pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orangak. Akan tetapi
dalam perjalanan rumah tangganya terjadi persebsih dan
pertengkaran antara para pihak berperkara yang dedgkan karena
suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tanggasdami malas
berkerja.

Dalam perkara Nomor: 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw terldahgan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebstiaagai berikut:

Para pihak berperkara pada awalnya adalah pasangaami istri yang
sah. Pernah hidup bersama dan hidup rukun namuonbedikaruniai
anak. Namun seiring dengan perjalanan rumah tangganterjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karestri merasa
kurang dengan uang belanjanya, dan permintaan istfak sesuai
dengan kemampuan suami.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana tgdgpat dalam perkara
Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangaami istri yang
sah, dan pernah hidup rukun sebagaimana pasangamisistri yang
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rukun. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, atdrjsilang
pendapat, pertengkaran, suami ingin menang senteriadi cekcok,
suami bersikap egois. mudah marah, mengeluarkaakatta yang kotor
dan menuduh istri selingkuh.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaiyearta terdapat dalam
perkara Nomor: 123/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai beriku

Awalnya para pihak berperkara adalah suami istrngasah dan pernah
hidup rukun. Dalam perjalanan rumah tagganya, sgriterjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan larsmami sering
pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas, jikaiisertanya pada suami
tidak dijawab dengan jujur. Pamit pada istri untp&rgi berkerja namun
dikantor tidak ada.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana tgdgpat dalam perkara
Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara pasangan suatm yang sah.
Akan tetapi, keharonisan rumah tangga tersebutktidapat terwujud
disebabkan karena tempat kerja antara suami dam ysing berjauhan
(beda provinsi) yang menjadikan suami istri terdefidak dapat hidup
bersama dalam satu rumah, dank arena pekerjaannoya guami tidak
dapat cuti kerja dalam waktu yang lama. Akibatngj selingkuh dan
berhubungan badan dengan laki-laki lain, hingga Hdima bulan.

Dalam perkara Nomor: 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw terldehgan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebstiaagai berikut:

Sebelum melakukan perceraian, para pihak berperkai@ah pasangan
suami istri yang sah dan pernah hidup rukun. Nardalam perjalanan
rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertemgka yang

disebabkan karena suami cemburu buta terhadap, stiak pengertian
terhadap istri, tidak memberi nafkah pada istrak mau tau urusan
istri, tidak mau menghormati sanak saudara dan grara istri, bersikap
kasar terhadap saudara istri, mencemooh istri dengata-kata kasar,
bahkan suami melakukan KDRT terhadap istri.

Dan dalam perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngwaiedengan beberapa hal

yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebstdaagai berikut:
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Pada awalnya pernikahan para pihak berperkara atlalaerupakan
pernikahan yang sah, dan pernah hidup rukun. Aleapi perjalanan
rumah tangganya tidak berjalan dengan mulus. Digtntengah
perjalanan rumah tangganya terjadi percekcokan lkgang disebkan
karena istri cemburu pada suami. Dan karena hatebut, istri dijemput
oleh orang tua dan diajak peulang kerumah orang feti. Dan
semenjak itu pula tempat kediaman istri dirahasmakaleh pihak
keluarga istri.
Beberapa hal tersebutlah yang kemudian menjadigietiypara Pegawai Negeri
Sipil Ngawi melakukan perceraian di Pengadilan Agahgawi.
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena
Perceraian PNS
Yang dimaksud dengan pandangan hakim dalam habelah pandangan
hakim secara pribadi terkait dengan fenomena pmEeserPNS yang ada di
Pegadilan Agama Ngawi dan pandangan hakim berdasarat gugatan yang
dalam hal ini adalah terkait dengan pertimbangakinmadalam melakukan
putusan terhadap perkara perceraian PNS.
a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Pribadi
Terhadap Fenomena Perceraian PNS
Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandarigkim secara
pribadi terhadap fenomena perceraian PNS yangid@endadilan Agama Ngawi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pengaddgmma Ngawi Bapak

Bambang Supriastoto bahwasannya:

Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang hatlaltidak disukai
oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

g I #

&0 ) " .-
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Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sanigapaksa, sebaiknya
tidak dilakukan. Perceraian PNS akan diputus apmlilasan-alasan dal
surat gugatan dapat terbukti. Jika tidak terbuktiaka gugatan ditolak.
Tergantung pada pembuktiannya. Perkawinan adalalsatah hati, di
dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga hlifean
bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin amat seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengguatu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dsadkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdaghad unsur, yaitu
unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudahtale maka ikatan
pernikahan sebagai ikatan yang kekal atditsagan Ghalidha tidak dapat
dipertahankan lagi. Dan seorang PNS memang sehgausiak melakukan
perceraian karena mereka sebagai contoh bagi madgar’

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak H.sblahDasa
Bratasebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi gyamengatakan
bahwasannya:

Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadigama Ngawi ikut
merasaprihatin. Karena hal tersebut semakin tidak@alam kehidupan
bermasyarakat. Perceraian PNS itu dapat dikabullegabila terbukti
alasan-alasan percerainnya. Dan PNS sebagai abdgake terkait
dengan etikanya telah diatur dalam Peraturan Pentahi’®

Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama, beli@ngungkapkan
bahwasannya:

Fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilanm@g&lgawi itu
sudah menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahomah PNS juga
semakin mengalami peningkatan. Jadi wajar kalawcgeian PNS juga
mengalami peningkatan. Dan etika PNS dapat dilidati izin pejabat
yang disertakan dalam mengajukan perceraian. PNagaa tauladan itu
memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah tanggadiik lepas dari hal-
hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak dva

Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madyaapratmengatakan

bahwasannya:

”” Bambang Supriastot@p. Cit,(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
® H. Nahison Dasa Brat@p. Cit,(Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)
"Muslim. Op. Cit,(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
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Apabila terjadi perceraian PNS, maka itu adalah ahg wajar. Karena
penduduk semakin banyak, maka perceraian juga sambényak.

Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memerathwian perceraian
yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atédak

membuktikan alasan-alasan tersebut. Kalau alasarbut¢i maka

dikabulkan, kalau tidak terbukti maka perceraiardak dikabulkan.
Seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarkkity bisa ya
jangan bercerai. Etika seorang PNS memang dibatdsan tetapi bukan
berarti seorang PNS tidak boleh melakukan percerakialau tidak ada
izin atasan, berarti melanggar etika, kalau adaniari atasan berarti

tidak melanggar etika, hal ini diatur dalam PP N@.Iahun 1983 dan PP
No.45 Tahun 199%.

Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakindymgratama
beliau mengatakan bahwasannya:

Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh peled@aragama yang
kurang kuat. Apabila seorang PNS dalam mengjukamcepaiannya di
Pengadilan Agama Ngawi dapat membuktikan alasasaaigerceraian,
maka perkara dapat diputus. Dan PNS sebagai abdaieyang menjadi
contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tida&kulehn perceraian.
Namun demikian perceraian dapat dilakukan apabidak ada jalan
keluarnya lagi*

BapakNgizzuddin Wangidisebagai hakim madya muda terkait dengan hal
ini beliau mengatakan bahwasannya:

Perceraian PNS itu terjadi karena ada penyebabiga, penyebabnya itu
bayak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan aggmasa PNS,
kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak bt istri maupun
suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya gmien PNS itu
sangat disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini alzablasan perceraian
sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkagi Imaka perkara
perceraian dikabulkan. Dan PNS memang menjadi ¢ontietapi bagai
manaSZIagi, dari pada melanjutkan sebuah rumah tanggng sudah
retak.

Begitu juga dengan Bapakuwartosebagai hakim madya pratama terkait

dengan penyebab perceraian PNS, beliau mengabakavasannya:

¥ SurosoOp. Cit,(Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)
# Imam Gozi.Op. Cit,(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
# Ngizzuddin WangidiOp. Cit,(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
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Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawmilghnya cukup
banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi Ieisebut,
diantaranya karena rumah tangganya pecah dan tidagat dirukunkan
lagi. Apabila seorang PNS mengajukan perceraiaeigadilan Agama
Ngawi, maka dalam hal ini hakim akan memutus perksersebut
berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatanDan memamang
seorang PNS menjadi contoh bagi masyarakat. Tetajak dapat
dipungkiri dalam sebuah rumah tangga terjadi pegiearan dan
perselisihan sehingga perceraian menjadi jalan kidiabagi merek&?
Beberapa keterangan yang diberikan oleh Hakim Rig#aga Agama
Ngawi menunjukkan bahwa perceraian PNS yang ad®edigadilan Agama
Ngawi cukup banyak dan ada beberapa faktor yangtarebelakangi. Dan
seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarskan. tetapi bukan berarti
seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian.
b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Kolektif Dalam
Memutuskan Per ceraian Pegawai Negeri Sipil
Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngawialahd
pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutukaggersesuai dengan
dalil-dalil gugatan atau permohonan yang terdapédnd putusan. Dalam hal ini
hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakig gaa dalam persidangan
dan menghubungkan fakta-fakta tersebut pada dallll-dukum yang sesuai.
Seperti halnya dalil hukum yang terdapat dalam grark nomor
89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
Setelah ditemukannya fakta-fakta dalam persidanganjasarkan fakta-
fakta tersebut, alasan perceraian yang terdapatdaPasal 19 huruf (f)
PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI kel@rpenuhi, dan
tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendakirddasal 1 UU No.

1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka gugatan penggugatut untuk
dikabulkan. Hilangnya rasa senang dan cinta pengguterhadap

8Suwarto.Op. Cit,(Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
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tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggdgn tergugat
dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugedasarkan ibarat
dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagaikugri

dilly sl dule Gk lpa o 3l da g il Ay ane 353 1

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Izin perceraian dari pejabat yang berwenang juganjadi persaratan
bagi PNS dalam melakukan perceraian. Karena dal&mkara ini [ihak

berperkara telah mendapatkan izin untuk melakukancgraian dari

Bupati Ngawi, maka tidak ada permasalahan dalamegréwsaan perkara.
Dan karena perkara dalam Nomor: 89/Pdt.G/2008/PAvNtermasuk
dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasayg (1) UU No. 7
Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkaraedankan pada
penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di adsn pada Pasal 39
UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1%&9ta peraturan
lainnya yang sesuai.

Adapun dalil  hukum vyang terdapat dalam perkara Nomo
115/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Sama halnya dengan dalil hukum yang terdapat dgbemkara Nomor:
89/Pdt.G/2008/PA.Ngw, dalil hukum yang digunakaralall Pasal 19
huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurpK(fl, Pasal 1 UU No.
1 Tahun 1974, ibarat dalam kitab Ghoyatul Maromamaan 791 sebagai
berikut:

Zills ol dule Gl lpn g 3l dn g 1 Ay pe 353 13

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&e#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Serta Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UtJ BiTahun 2006,
biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selaipéitkara perceraian
ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1%Hdsal 70 UU No. 7
Tahun 1989.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: R88G/2008/PA.Ngw ialah

sebagai berikut:
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Setiap perkara yang masuk di PA Ngawi, sebelum aparkliperiksa

hakim akan melakukan mediasi terhadap para pihakpdr&ara

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal HB4/155 Rbg jo
Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) M 01 Tahun 2008.
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, , atlag&rceraian yang
terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahurr9.$% Pasal 116
huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawmnaebagaimana yang
dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 titlakapai, maka
permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adargraakan keras
dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termathem alasan untuk
itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul ydingvayatkan oleh al-

Baihagi sebagaimana berikut :

e Luills 5aell s s 550l

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedaagkiddah adalah hak
perempuan (istri).

Majelis hakim dapat membenarkannya. Dan karena grarkNomor:
239/Pdt.G/2008/PA.Ngwtermasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 No. 3 Tahun
2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Sei@inperkara
perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No.dhiin 1974, Pasal 70
UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yaesusi.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: R88G/2008/PA.Ngw ialah

sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alagemceraian yang
terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahurr9.% Pasal 116
huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawmnaebagaimana yang
dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 titlakapai, maka
permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adargraakan keras
dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termathem alasan untuk
itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul ydingvayatkan oleh al-
Baihagi sebagaimana berikut :

o Leailly 53edl 5 a5l

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedaagkiddah adalah hak
perempuan (istri).

Majelis hakim dapat membenarkannya. Pihak berperidalam perkara
ini juga telah mendapatkan izin dari Departemen gaNgawi. Dan
karena perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ntgsmasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) WJ NTahun 1989 jo



71

UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan ppemohon. Selain
itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pas& BU No. 1 Tahun
1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peratul@nnya yang
sesuali.

Adapun  dalil  hukum vyang terdapat dalam perkara Nomo
561/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakaediasi namun
tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasa0 HIR dan Pasal 154
Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA NoT&hun 2008
telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalpersidangan syarat
ta’lik talak telah terpenuhi. Dengan demikian jalkaim talak satu tergugat
atas penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab TieuvQulub halaman
359:

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak at@sussyarat, maka
jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak tejud.

Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116uhug) sebagai
pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuaperkawinan
sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jdggk tercapai.
Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadigrgugat
menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dagugat dengan
menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasaribarat dalam
kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

Zilly ol dile Gl lga g 31 dn g 1 iy pe 303 13

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&e#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Nsmasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UdJ NTahun 1989,
biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selaipétkara perceraian
ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1%dsal 70 UU No. 7
Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: Rd0G/2009/PA.Ngw ialah

sebagai berikut:
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Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telalaklikan namun
tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasa0 HIR dan Pasal 154
Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA NoT#&hun 2008
telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim jug&lah melakukan
pemanggilan secara patut pada tergugat, namun titkaklir dalam
persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Olehnearel perkara ini
diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 aygt HIR dan
berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 hakn 55:

Ll L5l L o) ) 53s) Jjads Jjimd lé

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), beksemwi atas ghaib
(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ataperceraian yang
terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelamggaa’tik talak juga
telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana daRasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa sepadan cinta
penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapegnceraikan
penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talalgugat pada
penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatak®in halaman 791
sebagai berikut:

Zilly ol dule Gl lpa g 31 dn g 1 iy pe 353 13

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&e#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Nteymasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UdJ NTahun 1989,
biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selaipéikara perceraian
ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1%dsal 70 UU No. 7
Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: Ba#G/2009/PA.Ngw ialah

sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alagemceraian yang
terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahurr3$% Pasal 116
huruf (f) KHI serta ketentuan yang terdapat dal@®. Al-Bagarah: 229,
telah terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakimlah mengupayakan
mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu mdkdari Pasal 130 HIR
dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapandd?ERMA No. 01
Tahun 2008 telah terpenuhi. Surat izin perceraiari gpejabat belum
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didapatkan oleh para pihak berperkara, namun demnikpara pihak
berperkara siap untuk menerima sanksi apapun datasannya.
Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1984 Tentang pelaksafd® No. 10
Tahun 1983 angka 4 yang menjelaskan bahwa untulberemaktu bagi
PNS mendapatkan izin dari pejabat yang dimaksudangi ditunda
selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjtagy. Berdasarkan
Pasal 41 huruf ¢ UU No. 1 Tahun 1974 menyatakanMaapengadilan
dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikaaya
penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi oéktai. Hal ini
sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b KHlaegtmut'ah dan
nafkah iddah. Dan karena perkara Nomor: 527/Pdt@BR2PA.Ngw
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasafkasal 89 ayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biayerkara
dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara peraarani di dasarkan
pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU Nd.ahun 1989,
hukum syar’i serta peraturan perundang-undangangyberkaitan.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: BE4(/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telalaklikan namun
tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasa0 HIR dan Pasal 154
Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA NoT#&hun 2008
telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim jug&lah melakukan
pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tithaklir dalam
persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Olehnearel perkara ini
diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 aygt HIR dan
berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 hatn 55:

Ll L |l e 5] sl s j i Sl

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), belsewi atas ghaib

(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sly#adik talak telah

terpenuhi. Dengan demikian jatuhlah talak satu teygt atas penggugat,
berdasarkan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub hakEmB359:

Lo il 3 gy die pg o ik e 18U e 13/

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak at@sussyarat, maka
jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak tejud.
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Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116uhuyg) sebagai
pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Karena kara Nomor:
554/Pdt.G/2009/PA.Ngwtermasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 198@ya perkara
dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara paiaa ini di dasarkan
pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU Nd.ahun 1989,
serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: B8&G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telattaklikan namun
tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasa0 HIR dan Pasal 154
Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA NoT#&hun 2008
telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim jug&lah melakukan
pemanggilan secara patut pada tergugat, namun titkaklir dalam
persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Olehnearel perkara ini
diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 aygt HIR dan
berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 hakn 55:

Upally 5 |l L o) lsis) gy jai

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), belsemwi atas ghaib
(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan akaparceraian yang
terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelamggaa’tik talak juga
telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana daRasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa sepadan cinta
penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapegnceraikan
penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talalgugat pada
penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatardin halaman 791
sebagai berikut:

filly ol dule Gl lgn g 3T dn g 1 Ay pe 3531 1)

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&ea suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Pihak berperkara dalam perkara ini juga telah mepdikan izin dari
Bupati Ngawi. Dan karena perkara Nomor: 835/Pdt@&/PA.Ngw
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasafkasal 89 ayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan paelaggugat. Selain
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itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pas& BU No. 1 Tahun
1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tak006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: Bd2G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:

Dalil  hukum yang digunakan dalam perkara Nomor :
842/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah Pasal 131 HIR/155 RbdPasal 22 ayat
(2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahwv5l yang
dilaksanakan dengan PERMA No. 01 Tahun 2008, Paéahyat (1) HIR,
ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

Ll LI s due o) lgis) Jjjais jj=d l
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), belsemwi atas ghaib

(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal ht6uf (f) KHI, Pasal
1 UU No. 01 Tahun 1974, hadits Rasul riwayat alkBaji :

o Leailly aell 5 a_J 5(L0

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedaagkiddah adalah hak
perempuan (istri).

Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 NikJ 1 Tahun 1974
jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU N®affun 1989.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 802010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Dalil  hukum yang digunakan dalam perkara Nomor
59/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR/154 Rbagyaijabarkan
dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 19 huruf B)Nb. 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. Tdhun 1974, ibarat
ddalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791:

Zilly ol dule Gl lgn g 3T g 1 Ay pe 353 1)

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&®#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
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Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 89 ayat (1) UU NoT&hun 1989, Pasal
39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahir6]l Pasal 70 UU
No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: RA8G/2010/PA.Nagw ialah
sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telattaklikan namun
tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasa0 HIR dan Pasal 154
Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA NoT#&hun 2008
telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalpersidangan alasan
perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 hurufdgfagai pelanggaran
ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawingebagaimana dalam
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapaialgnya rasa senang
dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikankirha dapat

menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatutedak tergugat
pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab GhadyaMarom

halaman 791 sebagai berikut:

Filhy ol dule (3L lpn g 3T A g 1Ay ane 33 13

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&e#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Dan karena perkara Nomor: 123/Pdt.G/2008/PA.Ntgrmasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ajjatyU No. 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. ibdta perkara

perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No.dhiin 1974, Pasal 70
UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: R@LG/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw pemolyang akan
melakukan perceraian telah mendapatkan izin daijalp@t dan telah
memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 PP No. 45 Tah@f [®PP No. 10
Tahun 1983. Mediasi yang diupayakan oleh Majelisirtajuga telah
dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu swak dari Pasal 130
HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terddpm PERMA No.
01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini MadHakim juga telah
melakukan pemanggilan secara patut pada tergugatum tidak hadir
dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sahh (darena itu
perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pdgb ayat (1) HIR
dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juzhilaman 55:
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Ll L5 s L o) ) 5Ts) Jjjads Jjjmd Ol

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), besemwi atas ghaib
(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ataparceraian yang
terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelamggaa’tik talak juga
telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana daRasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya kemauan kefari pemohon
untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasankuitu telah ada ,
maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkanh obd-Baihaqi
sebagaimana berikut :

e Losilly 5l y M Mo 5OLLNS

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedaagkiddah adalah hak
perempuan (istri).

Dan karena perkara Nomor: 171/Pdt.G/2008/PA.Ntgvmasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 alatyU No. 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Sei@inperkara

perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No.dhiin 1974, Pasal 70
UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: R88G/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:

Dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menyelesaikarkara Nomor :

238/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR dan Pak# Rbg yang
dijabarkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal HIR , Pasal 76

UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP No.ahun 1975 dan
Pasal 134 KHI, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HPRsal 39 ayat (2)
huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruff No. 9 Tahun 1975
jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 1 Tahi@/4 jo Pasal 3 KHI,

QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Thah@89, ibarat

dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791.:

filly ol dule Gl lgn g 3l g 1 Ay pe 353 1)

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&e#a suaminya, maka
hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 238/Pdt.G/2008/PA.Nteymasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UdJ NTahun 1989,



78

biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selaipékara perceraian
ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1%dsal 70 UU No. 7
Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI dan Hukum&yar

Dan dalil hukum yang terdapat dalam perkara NorB@B/Pdt.G/2010/PA.Ngw
ialah sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor 523Pdt.G/2010/PA.Ngw Majelis Hakim telah
melakukan pemanggilan secara patut pada termohamum tidak hadir
dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sahh (darena itu
perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pdsb ayat (1) HIR
dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juzHlaman 55:

Ll L5 jls Lo o) ) 5Ts) Jjjads Jjjmd Gl

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), beksei atas ghaib
(tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus penkgaa
berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan akaparceraian yang

terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahurr8.% Pasal 116

huruf (f) telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagana dalam Pasal 1

UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya &eam keras dari

pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dasaa untuk itu

telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yangwvdyatkan oleh al-

Baihagi sebagaimana berikut :

o Leailly 53ell 5 a I 5UL0

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedaagkiddah adalah hak
perempuan (istri).

Dan karena perkara Nomor523Pdt.G/2010/PA.Ngwiermasuk dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 alatyU No. 7 Tahun

1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Seiinperkara

perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No.dahtuin 1974, Pasal 70

UU No. 7 Tahun 1989.

Beberapa ketentuan hukum di ataslah yang dijaddadih atau sumber
hukum oleh para Hakim Pengadilan Agama Ngawi datemyelesaikan atau
memutus perkara perceraian baik cerai talak atawewai gugat yang ada di

Pengadilan Agama Ngawi.
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B. AnalisisData
1. Faktor Yang Melatar Belakangi Perceraian PNS Di PA Ngawi .

Pengadilan Agama Ngawi merupakan Pengadilan Aganaag y
berkedudukan di kabupaten dan daerah hukumnya umielplayah kabupaten
Ngawi mengenai setiap perkara yang diajukan olelyarakat Ngawi. Hal ini
sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilam#&gebagai badan
pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikanygrela hukum dan
keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat lyaragama Islam.

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Nbawis di periksa
dan diputus sebagaimana yang dijelaskan dalam Basslat (1) UU No.7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama bahwasannya:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa demutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kiidéau kurang

jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Dengan demikian setiap perkara yang diajukan dig&dilan Agama
Ngawi harus diperiksa dan diputus, berdasarkan daeku absolut Peradilan
Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelperkara yang banyak
masuk di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkaraepmen terutama cerai
gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sebagakara yang diajukan oleh
para pihak berperkara dengan latar belakang ekon@ng kurang mapan.
Berlainan dengan hal tersebut, perkara perceraiag gda di Pengadilan Agama

Ngawi juga diajukan oleh para PNS yang dalam halkondisi ekonominya
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cukup mapan, baik dari instansi PEMDA, POLRI, DERA@upun dari instansi
lainnya.

Berdasarkan data yang ada, perceraian PNS di Plemgédiama Ngawi
semakin mengalami peningkatan dari tahun-tahun s®ioga. Tahun 2008
perkara perceraian PNS yang masuk adalah 30 petigdman 2009 terdapat 38
perkara, tahun 2010 terdapat 53 perkara, dan taBtd sampai dengan bulan
februari perkara perceraian PNS yang masuk adalalpezkara. Dari hasil
wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngmiti BapakBambang

Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama Ngaepal H. Nahison Dasa Brata
sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapalslivh sebagai hakim madya
pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madya praiapak Imam Gozi sebagai hakim
mandya pratama, Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagkimhanadya muda, dan Bapak

Suwarto sebagai hakim madya pratanjaga diketahui bahwasannya perkara
perceraianlah yang mendominasi di Pengadilan Ag&gawi baik itu dari
kalangan PNS maupun Non-PNS, terutama cerai gwageg gliajukan dari pihak
perempuan atau istri.

Dari jumlah perceraian baik perceraian yang dilakukleh PNS ataupun
Non-PNS, yang diperoleh dari hasil wawancara dakumhentasi, tentunya
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabkmernelakukan perceraian.
Perceraian yang dilakukan oleh para PNS dapattlidiari berbagai sisi, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan:
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitelmagian besar PNS yang
melakukan perceraian adalah mereka yang memilikjajg pendidikan

sampai dengan Perguruan Tinggi. Baik itu D2, D3, §?G, atau tingkat
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pendidikannya TNI atau POLRI. Dari tingkat SMA harada beberapa orang
saja, itupun dari pihak tergugat atau penggugap ysalah satunya bukan
PNS.

Tingkat Usia:

Berdasarkan data yang ada, tingkat usia para PNE&akenelakukan
perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, sebagaiaarbadalah dengan
tingkat usia yang matang. Sebagian besar sudahap&nasia 30 tahun
keatas sampai dengan 60 tahun. Usia 25 tahunhfi,tdan 29 tahun hanya
ada beberapa orang saja.

Jenis Pekerjaan:

Para PNS yang melakukan perceraian di PengadilaamAg Ngawi
berdasarkan data yang diperoleh selama penelp@ma pihak berasal dari
instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, PetugasaBifkKehutanan &
Perkebunan, Dinas Kesehatan, ataupun yang laigmada juga yang dari
POLRI dan TNI. Adapun prosentasinya adalah seldagyéiut; PNS PEMDA
26,7 %, PNS Guru 26,7 %, PNS Bid.Kesehatan 10 %5 PRLRI 6,7 %,
PNS TNI-AU 3,3 %, 26,7% sisanya adalah non-PNS%2bBerkerja sebagai
pegawai swasta dan 6,7 % sisanya tidak berkerja.

Alasan-alasan Perceraian:

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitigk dari wawancara
dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi maupum \gatg diperoleh
dari dalil-dalil gugatan/permohonan, alasan-alagang menjadi penyebab

bagi mereka melakukan perceraian sebagian beskahadiaebabkan karena
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Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, rdamgjga telah pecah,
dan Tidak adanya tanggung jawab antara kedua péiak baik istri maupun
suami. Dan beberapa hal tersebut disebabkan otdferdépa faktor
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Ekonomi
b. Perselingkuhan dan Perzinaan
c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d. Cemburu
e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang hisanerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f. Komunikasi jarak jauh
g. Tidak adanya rasa cinta dalam pernikahan (pernik&aeena paksaan).
Dari beberapa data yang telah dipaparkan diatasngguhnya Pegawai
Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdjaNe dan abdi masyarakat
diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagyanakat dalam tingkah laku,
tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundadajigan yang berlaku.
Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentkavajiban tertentu dalam hal
hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih s#du, atau akan melakukan
perceraian.Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan P&blikepndonesia

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nbdndahun 1983.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dilakuktuk melepaskan
sebuah ikatan pernikahan yang sah. Hukum asal na@nedalam pandangan

Islam adalah bolelimubah).Akan tetapi bukan berarti seseorang dapat dengan
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mudah melakukan perceraian. Menurut Sarakhalak hukmunya dibolehkan
ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang atarbaik itu berasal dari
inisiatif suami atau berasal dari inisiatif istBi dalam hadits Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwasannya:
-- 9 e i

2+t /+) 00 1 & "( |

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza dalla ialah talak.”*

Hadits ini mengandung pengertian bahwa didalam epat@n terdapat
unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Dengan demikirceraian yang
dilakukan oleh para PNS di Pengadilan Agama Nga&anddsarkan data-data yang
ada terkait dengan alasan-alasan perceraian, nkampaerbuatan halal yang
dibolehkan. Karena ikatan perkawinan mereka defgaan menjadi ikatan yang

kokoh sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ari:Rika

-

. B 2 — ?./ T// i \/‘
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Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padsélahgian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaami-istri. dan
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamuijBajian yang kuaf®

tidak dapat terwujud. Dan perkawinan mereka bedsdam kondisi yang sudah

pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membenalduadh keluarga yang

¥ HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sab@p.Cit.hal: 135
% QS An-Nisa:21Al-Qur'an Dan..Op. Cithal:105
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sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawaag termuat dalam
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinam:yait

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorapga dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan memberkieikarga (rumah
tangggea) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhaWang Maha
Esa.

tidak dapat terpenuhi. Dala@s. An-Nisa’ ayat 128 disebutkan:

cs o s 3 SEente - s p A WL R L ot e W A e
LJM%Q\L&KJ&C[&?—ml.qa\‘}c/l)\bﬂul.@.}&gwwlpo‘(/-\ob
= '/B 31:/ i A 9f - ng‘ 7 A f.ia“ id ’é/ %’af }9{3 J/ C// ’}
.,/;l_e 148259 | g3 Q/b C;J\w\[\ggw\)ﬁchaﬁ) ELlo
zZ _ AR P
(2 > o geas Log Z8 4

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atikars tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadaérdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebibk Q@iagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dakejkamu bergaul
dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimaridusyuz dan sikap
tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha etehgi apa yang
kamu kerjakari’

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya bagasgovanita yang
khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suganimaka dianjurkan untuk
melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya kareedamaianlah yang
terbaik bagi seorang istri dan suami. Namun demijkizerdasarkan data yang
diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sabehengajukan perkara di
PA Ngawi, para pihak berperkara telah melakukamlgeaian dan tetap terjadi

perselisihan diantara mereka.

¥ Seri Hukum...Op. Cihal: 7
¥ QS An-Nisa:21Al-Quran Dan..Op. Cithal:143
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Selain itu berdasarkan Pasal 117 KHI yang diselnubledowasannya Talak
adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagainmaalksdd dalam Pasal 129,
130, dan 131., dan berdasarkan Pasal 39 ayat (l1j20aJU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 197H#afig@ Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiagiam,Pasal 116 KHI,
pelaksanaan perceraian yang dilakukan di depam&iBangadilan dan alasan-
alasan perceraian yang diajukan oleh para PNS dalelakukan perceraian juga
telah terpenuhi.

Di dalam penjelasan umum UU No. 1 Taun 1974 Tent@agkawinan
nomor 4 poin d disebutkan bahwasannya seseorangt daplangsungkan
pernikahan jika telah mencapai kondisi yang mafamg raganya, agar supaya
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara bailatbepakhir pada perceraian
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Namun demikian tingkat pendidikan dan usia yangjet® dasar atau
tolak ukur kematangan mental dan fisik para PN@rdanelakukan perkawinan
dalam mencapai tujuan dari sebuah perkawinan ttlakilerpengaruh. Karena
dalam hal ini tingkat usia para PNS juga sudah ngatian tingkat pendidikan
mereka juga dalam tingkat keilmuan yang luas. $etidak langsung tingkat
berfikir dan kesiapan mental maupun fisik merelgajtelah matang. Namun hal
tersebut tidak berpengaruh pada terhindarnya sgierakraian.

Dalam penjelasan umum UU No. 1 Taun 1974 Tentamga®vinan nomor

4 poin a dan e dijelaskan bahwasannya tujuan pémkawadalah untuk



86

membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, obelenk itu pelaksanaan
perceraian dipersulit. Namun demikian untuk memumgin perceraian, harus
ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di d8pmang Pengadilan. Dengan
demikian meskipun kondisi pendidikan dan usia faKS telah matang, tidak
menjamin seseorang terhindar dari sebuah perceraian

Begitu juga dengan kondisi ekonomi. PNS lebih d#te dengan
kehidupannya yang mapan dengan penghasilan tigmigd. Namun demikian,
jika sebuah rumah tangga telah pecah dan tidakt dfypertahankan lagi, maka
perceraianlah satu-satunya jalan terbaik bagi naer€krena tingkat kemapanan
seseorang tidak dapat dinilai hanya pada tingkah@ki saja. Penghasilan yang
banyak tidak menjamin ketentraman hidup seseorang.

Selain itu sendi-sendi perkawinan yaitu kasih sgy&eharmonisan dan
pemenuhan aspek infra struktur dalam keluarga raejega tidak terpenuhi.
Dengan demikian tidak ada pertentangan ankanain action denganlaw in
theory. Namun meskipun perceraian bagi mereka boleh dikuberdasarkan

QS. Al-Bagarah ayat 227:

=
@ - ~ g Y e s s

f},@;@wm Ol Gllall 1 ga5e O3
Artinya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) kalaMaka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mehgita

Perceraian yang mereka lakukan sebagai perbuatanmhuetap diketahui oleh

Allah.

¥ QS An-Al-Bagarah: 227bid. hal:55
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2. Pandangan Hakim PA Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS Di
Pengadilan Agama Ngawi

Berdasarkan data wawancara dengan para hakim Bapak Bambang
Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama NgaapalB H. Nahison Dasa
Brata wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak IMussebagai hakim
madya pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madia@aaBapak Imam Gozi
sebagai hakim mandya pratama, Bapak Drs. Ngizzudtingidi sebagai hakim
madya muda, dan Bapak Drs. Suwarto sebagai hakislyanaratama, Pengadilan
Agama Ngawi dan dokumentasi pertimbangan hukum nihaialam putusan
selama penelitian, menunjukkan bahwa perceraiag gidakukan oleh para PNS
di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebuah hal yaladf &sing lagi dan menjadi
sebuah kewajaran karena setiap tahunnya jumlahudakddan jumlah PNS
semakin bertambah, yang disebabkan oleh beberkfm.f&Meskipun perceraian
itu sebuah perbuatan yang halal, namun perbuatahtéesebut tidak disukai oleh
Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

R oy 1S W
& ()
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza valla ialah talak.”

Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat dasegpaksa, sebaiknya
tidak dilakukan, karena perkawinan adalah masaddih Dalam Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannyawieikn ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanigégaesuami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kdkal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikalateitiapat dua unsur, yaitu

unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudabkiemaka ikatan pernikahan

sebagai ikatan yang kekal atMitsagan Ghalidhantidak dapat dipertahankan
lagi. Meskipun demikian seorang PNS tidak sehammsmglakukan perceraian
karena hatersebut semakin tidak baik dalam kehidupan berarakgt.

Dalam menyelesaikan perkara, tugas-tugas pokok skorang hakim
adalah menerima, memeriksa, dan mengadili sertyefesaikan perkara-perkara
(melaksanakan persidangan) dengan memperhatilkahdigyaitu:

1) Membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yangjukan para pihak
dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang saknurut hukum
pembuktian.

2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengaenitai peristiwa itu ada
hubungan hukum apa.

3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang keanucienuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetapan.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh para hBengadilan Agama
Ngawi dalam menerima, memeriksa, dan mengadilasegnyelesaikan perkara-
perkara (melaksanakan persidangan), juga mempeahabeberapa hal yaitu,
membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yangjukian para pihak dengan
pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menbukum pembuktian melalui
surat-surat, membuktikan fakta/peristiwa denganghadirkan para saksi, apakah
keterangan yang diberikan oleh pihak berperkaraasdemgan keterangan yang

diberikan oleh para saksi, dengan menilai perssitw ada hubungan hukum apa,
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serta membuktikan dengan menetapkan hukumnya yamgidkan menuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetapan.

Sebelum perkara diperiksa, berdasarkan PERMA No.T&iun 2008
hakim akan melakukan perdamaian kepada para piegletkara. Hal ini juga

sesuai dengan ketentuan yang disebutkan damnn-Nisa’ ayat 35:

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anteeduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki darorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu b&suwd mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada duatn itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Meaigen

Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh patenhBA Ngawi, namun
demikian berdasarkan data yang diperoleh melaluiamaara dengan para hakim,
upaya perdamaian yang dilakukan tidak mencegadudiagja perceraian. Sebagian
besar para pihak berperkara telah berketetaparuhtatk melakukan perceraian.
Dan hal ini tidak dapat dipaksakan bagi kedua bplabk untuk dapat berdamai.
Karena perceraianlah jalan yang terbaik bagi kegma®elain itu syarat dan
prosedur perceraian cukup menjadi alasan bagi memakuk melakukan
perceraian.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakam Pengadilan

Agama Ngawi dalam menyelesaikan perkara adalahgaelbarikut: Pasal 1 dan

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70, 76, 88(ayaJU No. 7 Tahun 1989,
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UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 3, Pasal 105 hurufR@3al 116 huruf (f), Pasal 134
KHI, Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) dan Pasalyat (1) dan (2) PP No. 9
Tahun 1975, Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 jo PPL8Id@.ahun 1983, PERMA
No. 01 Tahun 2008, Pasal 125 ayat (1), Pasal 184alFL71 ayat (1), Pasal 172,
Pasal 174 HIR, Pasal 155 Rbg, QS. An-Rum ayat 2thbKGhoyatul Marom

halaman 791:
Zalb mldl) agde (3l Lea s Sl da g3l Ay aae 3031 131

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang&@a suaminya, maka hakim
dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

e Llly 3321l 5 Jla Il 33Ul

Artinya : Talak adalah hak laki-laki (suami) sed&ag iddah adalah hak
perempuan (istri).

Ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:

(3040 5 (3 (& 6

Artinya : Jika seseorang menggantungkan talak atestu syarat, maka jatuhlah
talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud

ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
71) 89 :471; § 1:<f i -

Artinya : Jika tergugat enggan (membangkang), batseyi atas ghaib (tidak
jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranyaldsarkan alat
bukti.

Beberapa pertimbangan hukum tersebutlah yang dkgum para hakim

Pengadilan Agama Ngawi dalam memutus perkara.nitgaitigan hukum tersebut



91

digunakan karena perceraian PNS yang diajukanmij&ian Agama Ngawi ada
hubungan hukummnya. Sehingga berdasarkan bebempianangan hukum
tersebut, ditetapkan sebuah hukum bagi para PN&matakukan perceraian.
Dari analisis yang telah dipaparkan diatas demigd@a-data yang ada serta
kajian pustaka untuk melegitimasi, maka penulis atamengklasifikasikan
beberapa faktor yang menjadi penyebab semakin mieaiimya perceraian PNS di
PA Ngawi dari tahun 2008 sampai dengan bulan feb2@d 1 ialah:
1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
2. rumah tangga telah pecah
3. Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belalk jii& istri maupun
suami.
Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh bebé&kima diantaranya adalah
sebagai berikut:
a) Ekonomi
b) Perselingkuhan dan Perzinaan
c) Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d) Cemburu
e) Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang hisanerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f) Komunikasi jarak jauh
Beberapa faktor tersebutlah yang pada akhirnya iowenterjadinya
perselisihan dan pertengkaran secara terus-mermamsara para PNS yang

berperkara. Adapun pandangan hakim PA Ngawi teghdelaomena perceraian
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PNS di PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatikemena dalam hal ini
Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai abdi Negamaaibdi masyarakat yang
secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakain Apabila seorang
Pegawai Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesumgyp telah merusak citra
dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraiarS Pfddah menjadi sebuah
kewajaran, karena hal ini juga dipengaruhi olehaembertambahnya jumlah
PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi rumah tangmg sudah pecah dan tidak
dapat lagi untuk dipertahankan, jalan terbaik ydragus dilakukan adalah

perceraian.




BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang
hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan
memberikan kesimpulan sebagal hasil akhir bahwa:
1. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab semakin menigkatnya perceraian
PNS di Pengadilan Agama Ngawi:

1) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

97
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2) rumah tangga telah pecah
3) Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun
suami.
Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah
sebagal berikut:
a. Ekonomi
b. Perselingkuhan dan Perzinaan
c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d. Cemburu
e. Tidak adanya keujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f. Komunikas jarak jauh
2. Adapun pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS di
PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatinan karena dalam ha ini
Pegawai Negeri Sipil berperan sebaga abdi Negara dan abdi masyarakat yang
secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakat. Dan Apabila seorang
Pegawal Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak
citra dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraian PNS sudah menjadi
sebuah kewagjaran, karena ha ini juga dipengaruhi oleh semakin
bertambahnya jumlah PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi ekonomi yang
mapan, tingkat usia yang matang, dan keilmuan yang luas, tidak menjadi
penghalang bagi mereka untuk melakukan sebuah perceraian. Sehingga

tujuan perkawinan tidak tercapai dan perceraianlah yang menjadi jalan terbaik
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bagi mereka. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun
perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu apabila
perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Dan
perceraian dapat diputus apabila aasan-alasan perceraian ada dan dapat
terbukti. Dalam hal ini Majelis akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan

bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan.

. Saran-Saran

Kepada para PNS maupun Non-PNS, hendaknya mempelgjari tentang
keilmuan yang bisa mengintegrasikan antara Intelegensia Question,
Emotional Question, dan Spiritua Question, sehingga permasalahan apapun
yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan hati dan
pikiran yang tenang.

Selain itu juga dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai
antara suami istri, masing-masing suami dan istri tau akan hak dan kewajiban
masing-masing, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-
masing, keterbukaan antara suami dan istri, saling memahami, menjaga
komunikas antara suami dan istri.

Kepada para mahasiswa atau para PNS yang belum menikah, hendaknya
berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena
segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis
yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan

hawa naf su.
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PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim

Nama : Drs. Bambang Supriastoto,S.H.M.H
NIP : 19597091990031000

Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 9 Juli 1959

Jabatan : Ketua

Pangkat/Gol : PembinaTk.1 / 1V/b

2. Perceraian PNS

a. Kasus apa sgja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian

b. Kasus apa yang paling dominan? Cerai gugat

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, sedang-sedang saja. Untuk
jumlahnya dapat dilihat di bagian perkara

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
segjak dulu. Bisa sgjak berdirinya PA Ngawi

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiagp tahunnya? Untuk jumlah yang pasti saya kurang tahu.
Pasang surut. Kadang naik, kadang juga turun

f. Kasus perceraian apa yang banyak digukan?cerai talak atau cerai gugat?
Cerai gugat yang paling banyak

g. Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengaukan
percerian PNS? Macam-macam, ada yang guru, ada yang POLRI

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pegabat  yang
bersangkutan? Ada yang sudah, ada juga yang belum. Yang belum harus
membuat surat pernyataan

I. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Terkait dengan surat izin pejabat bagi para PNS
yang melakukan perceraian, ada yang sudah mendapatkan persetujuan
peabat ada juga yang belum mendapatkan persetujuan. Dan bagi para
pihak berperkara yang belum mendapatkan izin maka harus membuat surat



pernyataan bahwa siap menerima sanksi hal ini diberlakukan di Pengadilan
Agama Ngawi sebelum ada teguran dari Bupati Ngawi. Setelah adanya
teguran dari Bupati Ngawi, maka bagi PNS yang belum mendapatkan
perseyujuan dari pejabat, selain membuat surat pernyataan siap untuk
menerima snksi juga harus menyertakan surat-surat sebagai bukti kalau
pernah mengajukan izin peabat namun belum ada persetujuan atau
keputusan

j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agama
Ngawi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa
faktor penyebabnya vyaitu karena perselisuhan dan pertengkaran,
per selingkuhan, ekonomi, cemburu dll.

k. Jka dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Memang pada dasarnya PNS memiliki pekerjaan yang mapan.
Tapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda.

|. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada
jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang
berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga.

m.Bagaimana dengan medias yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Sesungguhnya di Pengadilan Agama Ngawi sendiri para hakim
telah menguapayakan para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi ya
seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Tetapi kebanyakan mereka
tidak dapat didamaikan.

3. Pandangan Hakim
a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang halal, itu tidak disukai
oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

I 96l b
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. Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya
tidak dilakukan.

. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian PNS akan diputus apabila alasan-alasan dal surat gugatan
dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada
pembuktiannya.

. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cera menjadi solusinya? Perkawinan adalah
masalah hati, di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga
disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua
unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka
ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsagan Ghalidha tidak
dapat dipertahankan lagi.

Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Ya, faktor secara umum, Ekonomi, Selingkuh dlil.

. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Seorang PNS memang
seharusnya tidak melakukan perceraian karena mereka sebagai contoh bagi
masyar akat.

. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi
suami-istri atau kelurga PNS) ? Masing-masing pihak harus saling
menghargai, dan tidak ingin menang sendiri, masing-masing melakukan
kewajibannya sebagai suami istri, saling tolong menolong, menutupi
kekurangan masing-masing dan sebaliknya tidak mengumbar kekurangan

masing-masing pada orang lain.



PEDOMAN WAWANCARA

1.ldentitas Hakim

Nama : H.Nahison Dasa Brata,S.H.M.Hum
NIP : 196611211992031003
Tempat/Tgl.Lahir : Lamongan, 21 Nopember 1966
Jabatan : Wakil Ketua

Pangkat/Gol : PembinalV/a

2. Perceraian PNS

a

Kasus apa sgja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Semua kasus
perceraian sudah menjadi wewenang PA Ngawi sgjak berdirinya PA Ngawi

Kasus apa yang paling dominan? Perceraian, yaitu cerai gugat

Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digjukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, cukup banyak

Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Datanya bisa dilihat di bagian kepaniteraan

Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Datanya juga bisa dilihat di bagian
kepaniteraan

Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?cerai talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat

Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan
PEMDA.

Apakah mereka sudan mendapal persetujuan dari  pgabal  yang
bersangkutan? Untuk perkara perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan
Agama Ngawi sudah pasti harus mendapatkan izin dari pejabat.

Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Ketika para pihak berperkara yang mengajukan
perceraian itu tidak menyertakan surat izin dari peabat, maka pihak
pengadilan akan memberikan tenggang waktu maksimal 6 bulan kepada



mereka untuk mengajukan surat izin kepada pejabat yang bersangkutan.
Jika dalam waktu 6 bulan para pihak belum mendapatkan izin pejabat,
maka pihak pengadilan akan menyerahkan pada pihak berperkara untuk
diteruskan atau tidak perkaranya. Jika diteruskan, maka mereka harus
membuat surat pernyataan siap menerima sanksi.

j.  Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sgjakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab
perceraian PNS ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena
ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya
ketaatan dalam beragama, dlil.

k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? lya memang, tetapi jika mereka sudah berketetapan hati untuk
bercerai, harus bagaimana lagi

|.  Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Jalan lain selain
perceraian, ya tidak ada karena meskipun dilakukan mediasi mereka juga
tetap menginginkan perceraian

m. Bagaimana dengan mediass yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Medias juga tetap dilakukan, tetapi juga banyak yang tidak
berhasil

3. Pandangan Hakim

a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi ikut
merasaprihatin. Karena hal tersebut seimakin tidak baik dalam kehidupan
bermasyarakat. Dan PNS sebagai abdi Negara, terkait dengan etikanya
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

b. Jika dilihat dari is gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagal jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian PNS itu dapat dikabulkan apabila terbukti alasan-alasan

percerainnya.



c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? lya, bisa jadi seperti itu,
karena jika PNS melakukan perceraian, akan semakin tidak baik dalam
kehidupan ber masyar akat.

d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Saya kira tidak ada sebab khususnya. Karena perceraian
adalah permasalahan lama.

e. Bagamana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Terkait dengan etika
seorang PNS, sesungguhnya secara formal sudah diatur dalam PP No. 10
Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi

suami-istri atau kelurga PNS) ? Komunikasi harus dilakukan secara baik



PEDOMAN WAWANCARA
1. IdentitasHakim
Nama : Drs. Muslim. SSH.M.H.
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2. Perceraian PNS

a. Kasus apa sgayang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian

b. Kasus apayang paling dominan? Gugat Cerai

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Untuk jumlah secara pasti
saya tidak tahu. Mungkin bisa dilihat langsung dibagian perkara

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab.
Ngawi?Mulai PA didirikan

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? lya, kasus perceraian PNS di PA Ngawi
semakin mengalami peningkatan

f. Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?ceral talak atau cerai gugat?
Cerai gugat

g. Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari kalangan PEMDA yang paling banyak

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari peabat yang
bersangkutan? Sebagian besar sudah ada

I. Jika tidak mendapat persetujuan dari peabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Sebagian besar para pihak berperkara yang
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sudah mendapatkan
izin peabat. Akan tetapi jika para pihak yang berperkara tidak
mendapatkan persetujuan dari pejabat, maka akan diserahkan pada para
pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya tanpa ada izin atau



mencabut perkaranya. Apabila perkara dilanjutkan untuk diperiksa tanpa
adanya izin dari pegabat maka harus ada surat pernyataan dari yang
bersangkutan. Kebijakan yang diberikan pada para pihak yang berperkara
adalah sesuai dengan SEMA RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Nomor 4 yang memberi kesempatan
pada penggugat atau pemohon untuk mengurus izin dari atasannya. Dan
sidang ditunda selama maksimal 6 bulan.

Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidak
dapat harmonis dan tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikan
keluarga tidak harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkuhan,
kurangya saling memahami dlil.

Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Meskipun dari sisi ekonomi PNS bisa dikatakan mapan, akan
tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung jawab.

Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Apabila para
pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, berati perceraian

sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka.

. Bagaimana dengan medias yang dilakukan pada para pihak yang

berperkara? Mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi
dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut

kondisi jasmani dan rohani para pihak

3. Pandangan Hakim

a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraan,

b.

khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Fenomena perceraian PNSyang ada di Pengadilan Agama Ngawi itu sudah
menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah PNS juga semakin
mengalami peningkatan. Jadi wajar kalau perceraian PNS juga mengalami
peningkatan.

Jika dilihat dari is gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebaga jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila



alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti maka perkara dapat
diputus. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada
pembuktiannya.

. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak

. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Tidak ada. Ya, faktor secara umum.

Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Dan etika PNS dapat
dilihat dari izin pgabat yang disertakan dalam mengajukan perceraian.
PNS sebagai tauladan itu memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah
tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga
tidak harmonis.

Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Faham, dan menjalankan hak dan kewajiban

masing-masing sebagai suami dan istri



PEDOMAN WAWANCARA
1.ldentitas Hakim

“ Nama : Drs. Suroso, S.H

- - NIP : 196603011992031004

| = Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 1 Maret 1966
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : PembinalV/a

2. Perceraian PNS

a. Kasus apa sgja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Perceraian

b. Kasus apayang paling dominan? Perceraian, khususnya cerai gugat

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digjukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? lya, Perkara yang banyak
ditangani di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian,
perceraian PNSjuga banyak, terutama cerai gugat.

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Untuk perkara perceraian PNS mulai berdirinya Pengadilan Agama
Ngawi, sudah mulai masuk juga. Dan yang banyak diajukan juga cerai
gugat. Saya kurang tahu mulai tahun berapa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat langsung di bagian kepaniteraan.

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Untuk prosentase penigkatannya, saya kurang
tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik.

f. Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?ceral talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat

g. Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan
PEMDA. Baik itu guru atau pegawai perhutani, atau pegawai puskesmas.
Adajugadari POLRI.

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari peabat yang
bersangkutan? Sebagian mendapat izin, ada juga yang tidak mendapat izin



Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Sebagian para pihak berperkara yang mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama Ngawi itu mendapatkan izin dari atasan.
Kebijakan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama jika mereka tidak
menyertakan izin pejabat adalah memberikan tenggang waktu selama 6
bulan untuk meminta izZin pada atasan. Jika selama 6 bulan belum
mendapatkan izin dari atasan, maka perkara diserahkan pada para pihak
berperkara untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau perkara tetap dilanjutkan
maka pihak berperkara harus membuat surat pernyataan siap menanggung
resiko perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang. Dan apabila
dalam pemeriksaan perkara alasan-alasan perceraian itu dapat terbukti,
maka perkara akan dapat dikabulkan atau diputus. Karena alasan
perceraianlah yang lebih utama. Dan dikabulkan atau tidaknya sebuah
perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama itu bukan tergantung pada
izin pgjabat melainkan tergantung pada alasan perceraian ter sebut.
Mengapa mel akukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tangga
mereka telah pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tangga mereka
itu macam-macam, ada yang karene ekonomi, bertengkar, selingkuh, dil.
Dan kondis ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakan memiliki
pendapatan atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuai kebutuhan.
Kadang orang yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, itu cukup
untuk memenuhi  kebutuhan keluarga. Ada juga yang penghasiiannya
2.000.000 perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Semuanya  tergantung pada manajemen keluarga dalam mengatur
keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatannya atau
kemampuan. Jalan terahir selain perceraian tidak ada. Ada mediasi tapi
yang berhasil cuma sedikit. Kalaupun perkara perceraian PNS dicabut itu
karena tidak mendapatkan izin dari dari pejabat



k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Untuk masalah ekonomi masing-masing orang itu relatif,
sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan perbulan-nya
Rp. 1.000.000.- cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi
ada juga yang penghasilan tian bulan-nya lebih dari Rp. 1.000.000,- tapi
tidak ukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi tergantung
pada manajemen keluarganya/ dalam mengatur penghasilannya. Dan
membel anjakan sesuai dengan pendapatan atau kemampuannya.

|. Apakah tidak adajalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada.

m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi yang dilakukan oleh para hakim tidak berhasil. Namun
demikian mediasi tetap dilakukan. Tetapi ya seperti itu hasilnya, ada yang
berhasil, ada juga yang tidak berhasil.

3. Pandangan Hakim

a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Apabila terjadi perceraian PNS maka itu adalah hal yang wajar. Karena
penduduk semakin banyak, maka perceraian juga semakin banyak.

b. Jka dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagal jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memenuhi aturan perceraian
yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atau tidak membuktikan
alasan-alasan tersebut. Kalau alasan terbukti maka dikabulkan, kalau tidak
terbukti maka perceraian tidak dikabulkan. Seorang PNS memang menjadi
contoh bagi masyarakat, kalau bisa ya jangan bercerai. Etika seorang PNS
memang dibatasi, akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh
melakukan perceraian. Kalau tidak ada izin atasan, berarti melanggar
etika, kalau ada izin ari atasan berarti tidak melanggar etika, hal ini diatur
dalam PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990

c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya mora atau kurang siapnya

mental bathin sehingga cera menjadi solusinya? Ada benarnya juga, tapi



tidak semuanya diindikasikan sebagai lemahnya moral mereka. Secara
jasmani dan rohani, mereka sudah siap. Namun setiap perjalanan tidak
akan selamanya mulus. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga
mereka, ditengah-tengah perjalanan rumah tangganya ada rintangannya.

. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Sebab khusus, saya kira tidak ada. Karena sudah menjadi
penyebab secara umum.

. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? lya, kalau bisa ya jangan
sampai melakukan perceraian. PNS memang dibatas dalam gerak tingkah
lakunya. Namun demikian bukan berarti PNS tidak boleh melakukan
perceraian. Ya, menurut saya, PNS yang melanggar etika sebagai PNS itu
apabila ketika melakukan perceraian mereka tidak mendapatkan dan tidak
menyertakan izin dari pejabat yang berwenang. Karerna hal ini telah diatur
dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bhisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (Iebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Untuk resep khususnya ya, harus saling
pengertian, saling menghargai, komunikasi lebih dijaga. Dan harus saling

memahami.



PEDOMAN WAWANCARA
1.ldentitas Hakim

Nama : Drs. Ngizzuddin Wangidi
NIP : 195806241984031002
Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1958
Jabatan : Hakim Madya Muda
Pangkat/Gol : PembinaTk. 1 /1V/b

2. Perceraian PNS

a. Kasus apa sgayang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian

b. Kasus apayang paling dominan? Cerai gugat, Cerai Talak jaga banyak

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digjukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, lumayan banyak, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat di bagian kepaniteraan

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
mulai berdirinya PA Ngawi, kurang tahu mulai tahun berapa

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? lya, karena jumlah perceraian PNS juga
semakin banyak

f. Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?ceral talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan cerai gugat

g. Dai instanss mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari instansi PEMDA yang paling banyak

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari peabat yang
bersangkutan? kebanyakan sudah mendapatkan persetujuan dari peabat
yang berwenang

I. Jika tidak mendapat persetujuan dari peabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Jika tidak mendapatkan izin, maka perkara
ditunda selama minimal 3 bulan dan maksmal selama 6 bulan sebagai
penetapan kepada para pihak untuk mencari izin dari atasan. Apabila
tenggang waktu 6 bulan belum dapat, maka dikasih alternatif yaitu perkara



dilanjutkan ataukah dicabut. Kalau perkara dilanjutkan, maka pihak
berperkara diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa yang
bersangkutan belum mendapatkan izin dari atasan, namun akan tetap
melanjutkan perkara. Sanggup menaggung segala resiko. Dan Pengadilan
Agama tidak akan tergantung pada izin pejabat karena itu hanya wilayah
administratif.

j.  Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sgjakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itu
karena ekonomi, suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istri yang
tidak tanggung jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikatakan
mapan. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga mempengaruhi.
Dan diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, karena belum tentu
PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya ada jalan bagi
mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan islah. Tapi kebanyakan
mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mediasi sesungguhnya
sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desa. Tapi biasanya perkara
masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang matang

k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Memang secara umum kondisi ekonomi mereka mapan, tapi
kebutuhan orang berbeda-beda. Hati juga mempengaruhi. Pengaturan
ekonomi yang lebih utama. Karena belum tentu PNS dapat mengatur
perekonomian dalam rumah tangganya.

|.  Apakah tidak adajalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada
jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki keinginan yang kuat.

m. Bagaimana dengan mediass yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi sebenarnya sudah dilakukan secara berlapis. Mulai
dari Desa. Tetapi biasanya perkara masuk di PA sudah dalam keadaan
yang matang.

3. Pandangan Hakim

a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,

khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?



Perceraian PNSitu terjadi karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu
bayak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan agama para PNS
kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari istri maupun
suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya perceraian PNSitu sangat
disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila alasan perceraian sudah
dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka perkara perceraian
dikabulkan. Dan PNS memang menjadi contoh, tetapi bagai mana lagi, dari
pada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak

. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagal jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Kalau
alasan sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi, ya perkara
dikabulkan.

. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya

mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? lya, bisa jadi seperti itu,
tapi ya tidak mutlak karena faktor persiapan bathin, fisik atau mentalnya.

. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama, dan
kurangnya keter bukaan.

Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? PNS memang menjadi
contoh masyarakat. Tapi bagaimana lagi, daripada melanjutkan sebuah
rumah tangga yang sudah retak.

Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Memperkuat agama, pengetahuan dan saling
keterbukaan dalam mengelola rumah tangga.



PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim

Nama : Drs. Imam Gozi
NIP : 196610051993031003
Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 5 Oktober 1966
\ - Jabatan . Hakim Madya Pratama
- \ Pangkat/Gol : PembinalV/a

2. Percéfaian PNS

a. Kasus apa sgayang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian

b. Kasus apayang paling dominan? Kasus Cerai gugat

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Untuk jumlah secara pasti bisa
dilihat langsung dibagian perkara

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
Mulai PA didirikan

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? lya, mengalami peningkatan

f. Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?cera talak atau cerai gugat?
Cerai gugat

g. Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari kalangan PEMDA

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi
sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang tidak
mendapatkan izin dari atasan.

I. Jika tidak mendapat persetujuan dari peabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan
Agama Ngawi sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang
tidak mendapatkan izin dari atasan. Dan bagi mereka yang tidak
mendapatkan izin dari atasan, maka akan diberi waktu maksimal selama 6



bulan untuk mengajukan izin perceraian pada atasan. Jika selama 6 bulan
belum mendapatkan izin, maka perkara akan diserahkan pada pihak yang
bersangkutan untuk tetap diteruskan atau tidak perkaranya. Jika
perkaranya tetap diteruskan, maka harus membuat surat pernyataan siap
menerima sanksi dari atasan. Dan pemeriksaan akan dilanjutkan. Karena
dalam hal ini hakim bersifat pasif, dalam artian tidak boleh menolak
perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Dan terkait dengan izin atasan
itu adalah bersifat administratif.

J.  Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sagjakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam,
ada yang karena pertengkaran, perselisihan, KDRT, selingkuh baik dari
pihak istri maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yang lainnya.

k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Kalau kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin
keharmonisan sebuah keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan
penghasilan yang banyak tidak menjamin kehar monisan sebuah keluarga.

|. Apakah tidak adajalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada

m. Bagaimana dengan mediass yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi tetap diupayakan, tapi jarang yang berhasil

3. Pandangan Hakim

a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang
Kurang kuat.

b. Jka dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebaga jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila
seorang PNS dalam mengjukan perceraiannya di Pengadilan Agama Ngawi
dapat membuktikan alasan-alasan perceraian, maka perkara dapat diputus.

c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cera menjadi solusinya? Tidak



d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Tidak ada. Ya,sudah menjadi faktor secara umum.

e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? PNS sebagai abdi Negara
yang menjadi contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tidak
melakukan perceraian. Namun demikian perceraian dapat dilakukan
apabila tidak ada jalan keluarnya lagi

f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami dan istri. Memperkuat agama, pengetahuan dan saling

keter bukaan dalam mengelola rumah tangga.



PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim

Nama : Drs. Suwarto,M.H
NIP : 196209071992031002

:. Tempat/Tgl.Lahir : Blora, 7 September 1962
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : PembinalV/a

2. Perceraian PNS

a. Kasus apa sgayang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian

b. Kasus apayang paling dominan? Cerai gugat

c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang digjukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? lya, Cukup banyak

d. Mula tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Mulai PA didirikan

e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? lya, semakin meningkat

f. Kasus perceraian apa yang banyak digjukan?cera talak atau cerai gugat?
Ceral gugat

g. Dari instans mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari PEMDA

h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi
sebagian sudah mendapatkan izin dari atasan.

i. Jika tidak mendapai persetujuan dari pgabal, bagaimana dengan perkara
perceraian yang digukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Apabila mereka tidak mendapatkan izin dari
atasan maka sidang ditinda maksimal selama 6 bulan untuk memberikan
kesempatan pada pihak berperkara untuk meminta izin dari atasan. Dan
apabila selama 6 bulan tetap belum mendapatkan izin, maka perkara
diserahkan pada pihak bersangkutan untuk tetap menruskan perkara
ataukah dicabut. Dan jika perkara diteruskan, maka pihak bersangkutan



harus membuat surat pernyataan bahwa siap menerima resiko atau sanksi
atas perceraiannya itu.

j.  Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sgjakah yang melatar bel akangi
perceraian tersebut? Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa
faktor. Kebanyakan mereka bercerai karena faktor ekonomi,
perselingkuhan, kurang saling memahami antara suami istri, cemburu,
KDRT dan faktor-faktor yang lainnya.

k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonisan sebuah
keluarga.

|. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada,
Perceraian merupakan jalan terakhir bagi mereka.

m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Di Pengadilan Agama Ngawi juga telah diupayakan mediasi
tapi jarang yang berhasil.

3. Pandangan Hakim

a. Bagamana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi jumlahnya cukup
banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya
karena rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dan hal
tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran.

b. Jika dilihat dari is gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagal jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila
seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, maka
dalam hal ini hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan
pembuktian terhadap dalil-dalil gugatnnya.

c. Apakah ha tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak

d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya

perceraian PNS? Tidak ada. Karena sudah menjadi faktor secara umum.



e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Memamang seorang PNS
menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam
sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga
perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka

f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Saling pengertian, saling mengerti hak dan

kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
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